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ABSTRAK 

 

Lelang merupakan lembaga hukum yang selalu ada dalam sistem hukum di 

Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya 

memenuhipenjualan suatu objek melalui lelang sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundangan-undangan.  Tujuan Penelitian : Untuk menganalisis upaya 

hukum pembeli obyek hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang yang dibatalkan, Untuk menganalisis perlindungan hukum pembeli lelang 

obyek hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang di 

batalkan oleh  pengadilan, Untuk Menganalisis pada obyek hak tanggungan di 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang dibatalkan pengadilan. 

Metode Penelitian : Metode Pendekatan : Metode metodologi Penelitian 

Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ini maksudnya 

adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara 

memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data 

primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang “Perlindungan Hukum 

Kedudukan Pembeli Lelang  Obyek Hak Tanggungan yang dibatalkan Putusan 

Pengadilan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  di Kota 

Pekalongan” 

Jenis Penelitian ini  deskriptif analitis, yaitu  Penelitian ini bersifat deskriptif 

analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, 

wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan 

kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih 

yaitu “Perlindungan Hukum Kedudukan Pembeli Lelang  Obyek Hak Tanggungan 

yang dibatalkan Putusan Pengadilan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang  di Kota Pekalongan” dilihat dari pendekatannya penelitian ini 

menggunakan Pendekatan yuridis empiris Dimana dalam penelitian ini diteliti 

dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum 

perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada  penelitian asas-asas 

hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembeli Lelang  , Obyek Hak Tanggungan. 
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ABSTRACT 

 

Auction is a legal institution that always exists in the legal system in 

Indonesia to meet the needs of the community, one of which is to fulfill the sale of 

an object through an auction as regulated in laws and regulations. Research 

Objectives: To analyze the legal remedies of mortgaged object buyers at the State 

Property Service Office and Auctions that were canceled, To analyze the legal 

protection of mortgaged object auction buyers at the State Property and Auction 

Services Office which were canceled by the court, To analyze the mortgage 

objects in Office of the State Assets and Auction Service which was canceled by 

the court. 

Research Methods: Approach Methods: Methodological Juridical Empirical 

Research Methodology. The empirical juridical approach is that this research 

means that in analyzing the problem, it is done by combining legal materials 

(which are secondary data) with primary data obtained in the field, namely about 

"LEGAL PROTECTION OF THE POSITION OF BUYER AUCTION OBJECTS 

OF LIABILITY CANCELED AT THE COURT'S DECISION IN THE OFFICE 

SERVICES OF STATE PROPERTY AND AUCTION IN THE CITY OF 

PEKALONGAN”. 

This type of research is analytical descriptive, that is, this research is 

analytical descriptive, which describes the data obtained from observations, 

interviews, documents and field notes, then analyzed in the form of a thesis to 

describe the problem with the title chosen, namely LEGAL PROTECTION OF 

OBJECT AUCTION BUYER POSITION LIABILITY RIGHTS CANCELED 

COURT DECISIONS AT THE STATE PROPERTY SERVICE OFFICE AND 

AUCTION IN PEKALONGAN CITY. From the approach, this research uses an 

empirical juridical approach. -Legal principles and research on legal systematics. 

 

Keywords: Legal Protection, Auction Buyer, Object Of Insurance Rights. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lelang merupakan lembaga hukum yang selalu ada dalam sistem 

hukum di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya 

memenuhipenjualan suatu objek melalui lelang sebagaimana diatur dalam 

peraturanperundangan-undangan. Pelaksanaan lelang sudah diatur didalam 

PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016, tanggal 22 Februari 

2016,berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

106/PMK.06/2013 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam Pasal 

1 angka 1 PMK nomor27/PMK.06/2016 menyatakan bahwa, Lelang adalah 

penjualan barang yangterbuka untuk umum dengan penawaran harga secara 

tertulis dan/ atau lisan yangsemakin meningkat atau menurun untuk mencapai 

harga tertinggi, yang didahuluidengan Pengumuman LelangPasal 1 angka 4, 

5, 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 

mengklasifikasikan lelang menjadi : 

1. Lelang Eksekusi yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau 

penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan 

dengan itu, dan/ ataumelaksanakan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan. 
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2. Lelang Noneksekusi Wajib yaitu Lelang untuk melaksanakan 

penjualanbarang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan 

dijual secara lelang. 

3. Lelang Noneksekusi Sukarela yaitu Lelang atas Barang milik 

swasta,perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara 

sukarela. 

Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan seringkali 

mengalami permasalahan, salah satunya yaitu kredit bermasalah. Peraturan 

disetiap lembaga keuangan seperti PT. Permodalan Nasional Madani 

(Persero) atau PNM, pada saat debitur cidera janji dan dikategorikan 

kreditbermasalah, maka pihak kreditur dapat melakukan proses pengajuan 

lelang terkait jaminan yang diikat dengan hak tanggungan. 

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan 

utangtertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor 

tertentuterhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, jika debitur cidera janji, 

kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan 

umum tanah yangdijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yangbersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor yang 

lain. Kedudukandiutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi 

preferensi piutangNegara menurut ketentuan hukum yang berlaku.
1
  

Pemegang Hak Tanggungan pertama itu dapat mengajukan 

permohonankepada Kepala Kantor Lelang Negara setempat untuk 

                                                             
1
Adrian Sutendi,  2010, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.  
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pelaksanaan pelelanganumum dalam rangka eksekusi objek Hak Tanggungan 

tersebut.Kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama itu merupakan 

kewenangan yang diberikanoleh undang-undang artinya kewenangan tersebut 

dipunyai demi hukum.KepalaKantor Lelang Negara harus menghormati dan 

mematuhi kewenangan tersebut.
2
 debitor cidera janji dan menolak atau 

bahkan melawan pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 11 Ayat (2) 

huruf e UUHT tersebut, maka Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT ditentukan 

bahwa berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak 

Tanggungan objek Hak Tanggungan dapat dijual melalui pelelangan umum 

menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

Selama belum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya menurut 

Pasal 26 UUHT dan penjelasannya. Pelaksanaan eksukusi ini didasarkan pada 

Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg. 

Prosedur yang ditempuh dengan demikian adalah melalui lelang Hak 

Tanggungan dengan bantuan Pengadilan Negeri. Adapun prosedurnya diawali 

dengan permohonan dari kreditor kepada Pengadilan Negari untuk melakukan 

eksekusi Hak Tanggungan. Apabila Pengadilan Negeri menerima 

permohonan tersebut, maka Pengadilan Negeri akan menindaklanjuti dengan 

menerbitkan aanmaning/teguran, penetapan sita yang diikuti dengan 

penyitaan agunan dan mengeluarkan penetapan lelang. Selanjutnya 

Pengadilan Negeri akan mengajukan permohonan lelang Hak Tanggungan 

tersebut ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
3
 

                                                             
2
 Sutan Remy Sjahdeini, 1999, Hak Tanggungan (Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok 

dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan), Alumni , Bandung, hlm 165 
3
 http://digilib.uinsgd.ac.id/27459/4/4_BAB%20I.pdf 

http://digilib.uinsgd.ac.id/27459/4/4_BAB%20I.pdf
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B. Perumusan Masalah  

1. Bagaimana upaya hukum pembeli obyek hak tanggungan di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yang dibatalkan pengadilan? 

2. Bagaimana perlindungan hukum pembeli lelang obyek hak tanggungan 

di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang di batalkan oleh 

pengadilan? 

 

C. Tujuan Penelitian     

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum pembeli obyek hak 

tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang 

dibatalkan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pembeli lelang 

obyek hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang yang di batalkan oleh  pengadilan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya 

pengembangan Ilmu Hukum khususnya  di bidang Kenotariatan, dengan 

kajian perlindungan  Hukum pembeli lelang obyek hak hak tanggungan 

yang dibatalkan pengadilan. 
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2. Secara Praktis  

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengatahuan hukum 

bagi penulis, Khususnya pemahaman lebih luas tentang perlindungan 

hukum  pembeli lelang obyek hak hak tanggungan yang dibatalkan 

pengadilan. 

b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan 

khususnya mahasiswa bagian kenotariatan Fakultas Hukum yang 

ingin mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hukum 

pembeli lelang obyek hak hak tanggungan yang dibatalkan 

pengadilan. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Magister Kenotariatan 

pada progam studi hukum unissula. 

 

E. Kerangka Konseptual  

1. Perlindungan Hukum  

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan 

orang lain dan perlindunganitu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 
4
 Sedangkan 

menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukumadalah berbagai upaya 

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hokum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan 

                                                             
4
 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54 
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danberbagai ancaman dari pihak manapun.5 
Philipus M. Hadjon 

berpendapat bahwaperlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk 

melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan 

menggunakan perangkat-perangkat hukum.6 
 

2. Pembeli  

Pembeli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya 

orang yang membeli . Pembeli yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah orang yang membeli lelang. 

3. Lelang  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang adalah penjualan barang yang 

terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau 

lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga 

tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Biasanya lelang 

dilakukan dengan datang ke tempat lelang, melakukan proses 

administrasi, dan mengikuti lelang di lokasi dengan mengacungkan 

tangan atau menunjukkan nomor peserta lelang. Seiring dengan 

perkembangan teknologi, kini lelang juga bisa dilakukan secara digital
.7
  

 

 

                                                             
5
 C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, hlm.102. 
6
 Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada 

University Press, Yogyakarta, hlm.10 
7
 https://kamus.tokopedia.com/l/lelang/ 
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4. Objek 

Objek adalah stuktur kalimat yang biasanya berupa kata benda atau 

orang yang menjadi pokok pembicaraan. Menurut KBBI, objek adalah 

benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, 

diperhatikan, dan sebagainya. 

5. Hak Tanggungan 

Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 menyebutkan 

bahwa “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan 

yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor 

tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.” 

6. Dibatalkan  

Pengertian batal  di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah  

tidak berlaku, tidak sah. Arti  batal dalam perjanjian itu dinyatakan tidak 

sah atau tidak berlaku. 

7. Pengadilan 

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan 

sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. 

Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah 
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sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara 

yang berlaku di Indonesia. 

8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), adalah 

instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor 

Wilayah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bahwa KPKNL mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang 

negara dan lelang. 

9. Kota Pekalongan 

Kota Pekalongan adalah salah satu kota di pesisir pantai utara 

Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berbatasan dengan laut jawa di utara, 

Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat dan Kabupaten 

Batang di timur. Kota Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni 

Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan 

Pekalongan Timur. Kota Pekalongan terletak di jalur pantai Utara Jawa 

yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Kota Pekalongan 

berjarak 384 km di timur Jakarta dan 101 km sebelah barat Semarang. 

Kota Pekalongan mendapat julukan kota batik. 

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km2. 

Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari 
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wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 

kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai 

dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan 

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara 

administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 

kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan 

tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara 

efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. rangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat.
8
 

 

F. Kerangka Teori  

1. Teori Keadilan 

Teori Keadilan Roscoe Pound : 

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrityang bisa 

diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasilyang diperoleh 

itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhanmanusia sebanyak-banyaknya 

dengan pengorbanan yang sekecil- kecilnya. Pound sendiri mengatakan, 

bahwa ia sendiri senangmelihat “semakin meluasnya pengakuan dan 

pemuasan terhadapkebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan 

manusia melaluipengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya 

jaminanterhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk 

                                                             
8
 https://pekalongankota.go.id/, diakses tanggal 27 Desember 2021, pukuul 5.43 WIB 

https://pekalongankota.go.id/
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menghapuskanpemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan 

menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmatisumber-

sumber daya, singkatnya social engineering semakinefektif”.  

Teori Keadilan Hans Kelsen : 

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib social tertentu 

yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa 

berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan 

kemerdekaan, keadilan perdamaian,keadilan demokrasi – keadilan 

toleransi. 

2. Teori Perlindungan Hukum : 

a. Teori yang digunakan dalam kasus ini adalah teori perlindungan 

hukumoleh Philipus M. Hadjon, dalam kepustakaan hukum 

berbahasa Belandadikenal dengan sebutan “rechtbescherming van de 

burgers.” Pendapat inimenunjukkan kata perlindungan hukum 

merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yakni 

“rechtbescherming.” Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan 

hukum bagi rakyat dalam2 (dua) macam yaitu: Perlindungan hukum 

reprensif artinya ketentuan hukum dapatdihadirkan sebagai upaya 

pencegahan terhadap tindakan pelanggaranhukum. Upaya ini 

diimplementasikan dengan membentuk aturanhukum yang bersifat 

normatif. 

b. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintahberikap 
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hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi. 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untukmenyelesaikan 

terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ini maksudnya 

adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara 

memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) 

dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang 

“Perlindungan Hukum Kedudukan Pembeli Lelang Obyek Hak 

Tanggungan yang Dibatalkan Putusan Pengadilan di  Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang   di  Kota Pekalongan.”  

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu  

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data 

yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan 

lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis 

untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu 

Perlindungan Hukum Kedudukan Pembeli Lelang Obyek Hak 

Tanggungan yang Dibatalkan Putusan Pengadilan di  Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Pekalongan dilihat dari 

pendekatannya penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis empiris 
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Dimana dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka 

(bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis 

besar ditujukan kepada  penelitian asas-asas hukum dan penelitian 

terhadap sistematika hukum. 

3. Jenis dan Sumber Data  

Digunakan Sebagai mendukung kelengkapan data yang lain 

meliputi : 

a. Bahan hukum primer 

1) UU No. 4 Th 1996 tentang hak tanggungan atas tanah 

2) Permenkeu No 27/Pmk 06/2016 tentang PETUNJUK 

PELAKSANAAN LELANG. 

b. Bahan hukum sekunder . Meliputi buku-buku ,makalah, jurnal yang 

membahas lelang hak tanggungan yang dibatalkan pengadilan. 

c. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum dan ensklopedia 

hukum. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik kepustakaan (study document). Teknik kepustakaan dilakukan 

dengan mengumpulkan (menginventarisasi) bahan-bahan hukum yang 

dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, 

kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang 

dikumpulkan. 
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5. Metode Analisis Data 

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian 

dikumpulkan dan disusun secara teratur untuk dianalisa. Dalam 

penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif 

yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif. 

Dalam penelitian kualitatif, semua investigator atau peneliti 

memfokuskan diri pada permasalahan yang dikaji, dengan dipandu oleh 

kerangka konseptual atau teoritis.
9
 

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan thesis ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-

masing bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagai berikut : 

Bab I  Pendahuluan  

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, 

Metode Pengumpulan Data. 

Bab II  Kaijan Pustaka 

Berisi tentang tinjauan umum tentang Lelang.Sub babnya terdiri 

dari atas, dan tinjauan tentang Pelaksanaan Lelang. 

Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini membahas mengenai upaya hukum pembeli obyek hak 

tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

                                                             
9
 Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, 

dan Etik,  Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm.  262 
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yang dibatalkan, serta perlindungan hukum pembeli lelang obyek 

hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

yang di batalkan oleh  pengadilan. 

Bab IV  Penutup 

Bab ini mengakhiri seluruh rangakaian uraian dan pembahasan 

pada bab -bab sebelumnya. Dalam bab ini diuraikan tentang 

kesimpulan dan saran,yaitu berisi jawaban terhadap permasalahan 

yang dibhas dan alternative pemecahan atas permasalahan tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Lelang 

1. Pengertian Lelang 

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda,yaitu Vendu, sedangkan 

dalam Bahasa inggris, disebut dengan istilah Auction. Istilah lainnya 

merupakan terjemahan Bahasa Belanda openbare veiling, atau openbare 

verkopingen, yang berarti „‟lelang‟‟ atau “penjualan di muka umum”.
10

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , pengertian istilah 

„‟Lelang‟‟ dijelaskan sebagai berikut : “Lelang adalah penjualan di 

hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi ) dipimpin 

oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual  dengan cara 

lelang”11 

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan 

pengertian istilah “Melelangkan atau memperlelangkan” sebagai berikut : 

Melelangkan atau memperlelangkan adalah : 

a. Menjual dengan jalan lelang. 

b.  Memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang. 

c. Memborongkan pekerjaan. 

 

                                                             
10

 Rachmadi Usman, 2016, Hukum Lelang, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 19 
11

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia,Jakarta, hlm 510  
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Sesuai dengan perkembangan, pengertian Lelang dapat dilihat 

dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang 

menyatakan: “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum 

dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin  

meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului 

dengan Pengumuman Lelang”. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa lelang adalah 

suatu bentuk penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk 

umum dengan harga penawaran secara tertulis maupun secara lisan, 

sebelumnya didahului pemberitahuan tentang akan adanya pelelangan 

atau penjualan barang. 

Sebagai bahan perbandingan dikemukakan beberapan definisi 

lelang dari hukum berikut ini :12 

a. M.Yahya Harahap 

Menyatakan bahwa Penjualan di muka umum ( lelang ) itu 

adalah penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan 

penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga 

yang makin pendaftaran harga , atau dimana orang-orang yang 

diundang atau sebelumnya diberi  tahu tentang pelelangan atau 

penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada  orang-orang 

                                                             
12

I Made Soewandi, 2005, Balai Lelang: Kewenangan Balai Lelang Dalam Penjualan 

Jaminan Kredit Macat, Yayasan Gloria Yogyakarta, hlm. 65  
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yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga , 

menyetujui harga atau mendaftarkan. 

b. Richard L.Hirsberg 

Menyatakan bahwa Lelang (auction) merupakan penjualan 

umum dari property bagi penawar yang tertinggi, di mana pejabat  

lelang bertindak terutama sebagai perantara  dari penjual. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui unsur-unsur dari 

lelang atau penjualan umum, yaitu cara jual beli barang, dilakukan 

secara terbuka untuk umum, penawaran harga secara tertulis dan 

atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai 

harga tertinggi, sebelumnya diadakan penumuman lelang dalam 

media massa dan untuk jangka waktu tertentu dilakukan  di hadapan 

Pejabat Lelang atau Balai Lelang. 

Lelang dilaksanakan oleh pejabat lelang maka sebelum 

dilakukan pelelangan terlebih dahulu dilakukan pengumuman, yang 

bertujuan untuk menawarkan kepada orang yang berminat untuk 

membeli barang yang dilelang Setelah barang terjual, pejabat lelang 

membuat risalah lelang yaitu berita acara pelaksanaan lelang berupa 

akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

Yang dimana harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang 

diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang 

lelang oleh pejabat lelang. 



 

18 

 

Dibuatnya risalah lelang, maka secara hukum lelang tersebut sudah 

mempunyai kepastian hukum yang kuat. Dikatakan bahwa lelang sebagai 

suatu institusi pasar. Penjualan secara lelang mempunyai 

kelebihan/keunggulan karena penjualan secara lelang bersifat Built in 

Conrol, Obyektif, Kompetitif, dan Otentik :
13

 

a. Build in Control, karena lelang harus diumumkan terlebih dahulu 

dan dilaksanakan karena lelang harus diumumkan terlebih dahulu 

dan dilaksanakan di depan umum Berarti, pelaksanaan lelang 

dilakukan di bawah pengawasan  umum bahkan semenjak lelang 

diumumkan apabila ada pihak yang keberatan sudah dapat 

mengajukan verzet. Hal ini dilakukan supaya dapat menghindari 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan. 

b. Obyektif, karena lelang dilaksanakan secara terbuka dan tidak ada 

prioritas diantara pembeli lelang atau pemohon lelang Artinya, 

kepada mereka diberikan hak dan kewajiban yang sama. 

c. Kompetitif, karena lelang pada dasarnya menciptakan suatu 

mekanisme penawaran dengan persaingan yang bebas diantara para 

penawar tanpa ada tekanan dari orang lain sehingga akan tercapai 

suatu harga yang wajar dan memadai sesuai dengan yang 

dikehendaki pihak penjual. 

d.  Otentik, karena pelaksanaan lelang akan menghasilkan  Risalah 

Pihak penjual sebagai bukti telah dilaksanakannya penjualan sesuai 

                                                             
13

 Hery Shietra, 2015, Praktik Hukum Jaminan Kebendaan, PT.Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 45 
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dengan prosedur lelang, sedangkan bagi pembeli sebagai bukti 

pembelian yang digunakan untuk balik nama.   

2. Asas-Asas Lelang  

Pelaksanaan Lelang berpedoman kepada Asas-Asas Hukum yang 

dijumpai dalam perundang dibidang lelang, antara lain :
14

 

a. Asas Keterbukaan 

Asas keterbukaan menghendaki agar seluruh lapisan  

masyarakat mengenai adanya  rencana lelang dan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak 

dilarang oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan 

lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. 

b.  Asas Keadilan 

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses 

pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara 

Proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk 

mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta 

lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan Penjualan. 

c. Asas Kepastian Hukum 

Asas Kepastian Hukum menghendaki agar lelang yang telah 

dilaksanakan Menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-

Pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Lelang. Setiap 

pelaksanaan lelang dibuat risalah Lelang oleh pejabat Lelang yang 

                                                             
14

H.Zulkarnaen, 2017, Penyitaan Dan Eksekusi, CV Pustaka setia, Bandung, hlm. 375  
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merupakan akte Otentik . Risalah Lelang digunakan penjual/pemilik 

barang, pembeli dan pejabat Lelang untuk mempertahankan dan 

melaksanakan hak dan kewajibannya. 

d. Asas Efesiensi 

Asas Efesiensi Akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan 

dengan cepat dan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan 

pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan 

pada saat itu juga. 

e. Asas Kuntabilitas 

 Asas Kuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanakan 

oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua 

pihak yang berkepentingan Pertanggungjawaban Pejabat Lelang 

meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang. 

3. Pihak-Pihak Dalam Lelang  

Dalam pelaksanaan lelang terdapat pihak- pihak yang terkait dalam 

lelang yaitu sebagai berikut :
15

 

a. Si penjual/Pemilik Barang/Nasabah 

Adalah orang atau badan hukum/Usaha yang memiliki hak 

kepemilikan atas suatu barang yang dilelang, yang mempunyai 

hutang tetapi wanprestasi. 

b. Peserta Lelang/ Pihak Pembeli objek yang dilelang adalah orang atau 

badan huku/ badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk 

                                                             
15

 Djamanat Samosir, 2016, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum Universitas HKBP 

Nomensen, Medan, hlm.188 
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mengikuti lelang. Apabila peserta lelang mengajukan penawaran 

tertinggi dan sebagai  pemenang lelang oleh Pejabat Lelang 

dinamakan pembeli. 

c. Kreditur 

Adalah orang atau badan hukum/usaha yang memberikan 

uang/pinjaman uang atau modal. 

d. Pejabat Lelang 

Adalah Pejabat Yang diangkat oleh Menteri Keuangan 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 

4. Objek Lelang 

Objek lelang adalah seluruh barang yang akan dijual secara lelang. 

Objek Lelang diatur dalam Pasal 6 Vendu Reglemen. Dalam pasal itu 

ditentukan bahwa :“Jika perlu pengawasan kantor lelang negeri 

menentukan penjualan barang-barang tidak bergerak  dari perusahaan-

perusahaan di atas tanah sewa, kapal yang isinya 20 m3  atau lebih, dan 

efek- efek dari suatu hari minggu itu . 

Dari uraian diatas, maka yang menjadi objek lelang adalah Barang-

barang tidak bergerak, Kapal yang isinya 20 m3 dan Efek-efek. 

Penjualan objek lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang (Pasal 

1a Vendu Reglement), namun ketentuan ini ada pengecualiannya. 

Barang-barang yang tidak perlu dilelang di hadapan Pejabat Lelang, 

adalah : 

a. Lelang ikan segar. 



 

22 

 

b. Lelang yang dilakukan oleh rumah gadai. 

c. Lelang kayu kecil. 

d. Lelang hasil perkebunan atas biaya penduduk Indonesia di tempat-

tempat yang ditunjuk oleh menteri Keuangan. 

e. Lelang hewan tangkapan polisi. 

f. Lelang harta peninggalan anggota tantara. 

g. Lelang buku-buku perpustakaan. 

h. Lelang yang diajukan oleh juru sita yang berkenaan dengan eksekusi 

hukuman. 

i. Lelang cengkeh. 

Pengecualian dari objek tersebut adalah karena objek-objek tersebut 

cepat mengalami kerusakan dan kehancuran. 

5.  Tata Cara Pelaksanaan Lelang 

Tata cara pelaksanaan lelang barang jaminan berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang telah ditentukan empat tahapan, yaitu :
16

 

a. Persiapan lelang 

Mengenai persiapan lelang, pengaturannya dalam keputusan 

menteri keuangan Kuangan no 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang pasal 11 sampai  dengan pasal 51 . Persiapan 

lelang meliputi dari sembilan kegiatan yaitu : 

 

                                                             
16

 Pasal 11- Pasal 51 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 
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1) Permohonan lelang 

Permohonan lelang secara tertulis diajukan penjual kepada 

kantor lelang setempat. Selain pengajuaan permohonan secara 

tertulis, juga disertai dengan dokumen dokumen yang 

disyaratkan. Tata caranya permohonannya diatur oleh kepala 

badan lelang.  

2) Penjual 

Dalam persiapan lelang penjual memiliki tanggung jawab 

terhadap keabsahan kepemilikan barang, keabsahan dokumen 

persyaratan lelang, penyerahan barang bergerak dan/ atau 

barang tidak bergerak penyerahan dokumen kepemilikan kepada 

Pembeli, dan penetapan Nilai Limit. 

3) Tempat Pelaksanaan Lelang  

Pada dasarnya lelang dilaksanakan dalam wilayah kerja 

kantor lelang tempat itu berada. Tetapi dapat dilakukan di luar 

wilayah kerja kantor lelang setelah mendapatkan persetujuaan 

Kepala Kantor Lelang. 

4) Waktu pelaksanaan lelang 

 Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala 

KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II. Waktu pelaksanaan lelang 

sebagaimana dilakukan pada jam dan hari  kerja KPKNL. 
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5) Surat Keterangan Tanah/ Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 

(SKT / SKPT)  

Pelaksanaan lelang atas Barang berupa tanah atau tanah 

dan bangunan harus dilengkapi dengan SKT / SKPT dari Kantor 

Pertanahan setempat. Permintaan penerbitan SKT / SKPT 

kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat diajukan oleh 

Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.  

6) Pembatalan Sebelum Lelang  

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan 

dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau 

putusan dari lembaga peradilan. 

Pembatalan lelang dengan penetapan atau putusan dari 

lembaga peradilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah 

diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat sebelum lelang 

dimulai. 

7) Jaminan Penawaran Lelang  

Dalam setiap pelaksanaan Lelang, Peserta Lelang harus 

menyetorkan atau menyerahkan Jaminan penawaran lelang. 

Bentuk jaminan penawaran lelang ditentukan oleh Penjual 

berupa Uang Jaminan Penawaran Lelang Garansi Bank Jaminan 

Penawaran Lelang. Penyetoran Uang Jaminan Penawaran 

Lelang dilakukan melalui rekening. Dalam setiap pelaksanaan 

Lelang, 1 (satu) jaminan penawaran lelang hanya berlaku untuk 

1 (satu) barang atau paket barang yang ditawar. Besarnya 

jaminan penawaran lelang ditentukan oleh Penjual paling sedikit 
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20% (dua puluh persen) dari Nilai Limit dan paling banyak 50% 

(lima puluh persen) dari Nilai Limit. Uang Jaminan Penawaran 

Lelang yang telah disetorkan, dikembalikan seluruhnya kepada 

Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli, kecuali 

terdapat biaya transaksi yang dikenakan oleh Perbankan, 

menjadi tanggungan Peserta Lelang. 

8) Nilai Limit 

Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai Limit. 

Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual. Nilai 

Limit bersifat tidak rahasia. Nilai Limit dibuat secara tertulis 

dan diserahkan oleh Penjual kepada Pejabat Lelang paling 

lambat sebelum pengumuman lelang, atau sebelum Lelang 

dimulai dalam hal Nilai Limit tidak dicantumkan dalam 

pengumuman lelang. 

9) Pengumuman lelang 

Pengumuman lelang adalah suatu pengumuman yang 

bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai tentang 

akan diadakannya suatu penjualan secara lelang. 
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6. Pelaksanaan lelang 

Pelaksanaan lelang diatur pada Pasal 63 sampai dengan Pasal 74 

dalam Keputusan Menteri Kuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu :17 

a. Pemandu lelang  

Dalam pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang dapat dibantu oleh 

Pemandu Lelang. Pemandu Lelang clapat berasal dari Pegawai 

DJKN atau dari luar pegawai DJKN. Pemanclu Lelang diberitahukan 

secara tertulis oleh Penjual atau Balai Lelang kepada Kepala 

KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II paling lambat 3 (tiga) hari 

kerja sebelum pelaksanaan lelang 

b. Penawaran Lelang 

Penawaran Lelang dilakukan dengan cara lisan, semakin 

meningkat atau semakin menurun, tertulis, atau tertulis dilanjutkan 

dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai Nilai 

Limit. Penawaran lelang secara tertulis dilakukan dengan kehadiran 

Peserta Lelang; atau tanpa kehadiran Peserta Lelang. Setiap Peserta 

Lelang harus melakukan penawaran paling sedikit sama dengan 

Nilai Limit dalam hal lelang dengan Nilai Limit diumumkan. 

c. Bea Lelang 

Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang sesuai 

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif 

                                                             
17

 Pasal 63- Pasal 74 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang 
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Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian 

Keuangan. 

d.  Pembeli 

Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah 

mencapai atau melampaui Nilai Limit sebagai Pembeli, dalam 

pelaksanaan lelang yang menggunakan Nilai Limit. 

e.  Pembayaran dan Penyetoran 

Pelunasan pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang harus 

dilakukan secara tunai (cash) atau cek atau giro paling lambat 5 

(lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang melalui rekening 

KPKNL atau Balai Lelang atau rekening khusus atas nama jabatan 

Pejabat Lelang Kelas II. 

f.  Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang 

Pejabat Lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan 

dan/ atau barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lambat 1 

(satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan kuitansi atau tanda 

bukti pelunasan pembayaran, dan menyerahkan bukti setor Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jika barang yang 

dilelang berupa tanah dan atau bangunan. 

g. Risalah lelang 

Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang wajib membuat 

Risalah Lelang. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan 
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lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik 

dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. 

h. Administrasi Perkantoran dan Pelelangan. 

Balai Lelang dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II wajib 

menyelenggarakan administrasi perkantoran, membuat laporan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan  lelang serta membuat laporan 

transaksi lelang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK). 

7. Pembatalan Sebelum Pelaksanaan Lelang 

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan 

permintaan penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari 

lembaga peradilan. Penjual menurut Pasal 1 angka 19 Permenkeu 

27/2016 adalah: 

Penjual adalah orang, badan hukum atau badan usaha atau instansi 

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian 

berwenang untuk menjual barang secara lelang. 

Termasuk dalam pembatalan lelang atas permintaan penjual, 

apabila penjual tidak hadir dalam pelaksanaan lelang dengan kehadiran 

peserta lelang yang menyebabkan lelang menjadi batal dilaksanakan. 

Pembatalan lelang atas permintaan penjual (baik pembatalan secara 

tertulis maupun penjual tidak hadir dalam pelaksanaan lelang) dikenakan 

Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan. 
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Selain dengan permintaan penjual atau berdasarkan penetapan atau 

putusan dari lembaga peradilan, pembatalan lelang sebelum pelaksanaan 

lelang dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal: 

a. Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 

(“SKT/SKPT”) untuk pelaksanaan lelang barang berupa tanah atau 

tanah dan bangunan belum ada. 

b. barang yang akan dilelang dalam status sita pidana atau blokir 

pidana dari instansi penyidik atau penuntut umum, khusus lelang 

eksekusi. 

c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah 

(“UUHT”) dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri 

debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan objek lelang. 

d. Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan atau sita 

eksekusi atau sita pidana, khusus lelang noneksekusi. 

e. tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. 

f. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen 

kepemilikan barang kepada pejabat lelang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 Permenkeu 27/2016. 

g. Pengumuman lelang yang dilaksanakan penjual tidak sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar. 
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i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada 

pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta. 

j. Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman lelang tidak 

sesuai dengan surat penetapan nilai limit yang dibuat oleh penjual. 

k. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang. 

Pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan 

penjualan barang secara lelang. 

8. Pembatalan Setelah Lelang Dimulai. 

Selanjutnya, bagaimana jika kondisinya lelang telah dimulai? 

Dalam Pasal 31 Permenkeu 27/2016 dijelaskan sebagai berikut: 

Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh 

Pejabat Lelang dalam hal: 

a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; atau 

b. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada 

pelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang. Jadi jika lelang 

telah dimulai, tidak diatur mengenai pembatalan lelang dengan alasan 

adanya gugatan dari pihak lain sebagaimana pembatalan lelang 

sebelum pelaksanaan lelang. Sebagai informasi tambahan, dalam hal 

terjadi pembatalan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 

Pasal 30 dan Pasal 31 Permenkeu 27/2016, peserta lelang yang telah 

menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang atau menyerahkan 
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Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang tidak berhak menuntut ganti 

rugi. 

9. Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Lelang Atas Eksekusi Hak 

Tanggungan yang Dibatalkan. 

Lelang eksekusi Hak Tanggungan adalah merupakan salah satu 

upaya dari pemenuhan kewajiban dari debitur atau   hak tanggungan 

kepada kreditur atau pemegang hak tanggungan. Lelang eksekusi 

dilakukan karena debitur melakukan wanprestasi kepada kreditur, 

sehingga kreditur dengan terpaksa melakukan eksekusi agar hak nya 

terpenuhi. Lelang eksekusi  Hak Tanggungan ini dilakukan dengan 

bantuan dari Kantor Lelang Negara maupun swasta. 

Pelaksanaan lelang dalam eksekusi Hak tanggungan sangatlah 

praktis, pasti dan tidak berbelit belit akan menjadi pihak pemohon lelang 

karena kreditur menjadi hemat waktu, biaya dan pelaksanaannya pun 

dilindungi oleh hukum sehingga aman dan jelas apabila terjadi sengketa 

hukum dalam penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut. 

Pada prakteknya pelaksanaan lelang sebagai upaya  pelunasan 

hutang masih seringkali mengalami kendala yaitu adanya kemungkinan 

eksekusi lelang tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Dalam praktik lelang 

eksekusi Hak Tanggungan banyak hambatan yang terjadi, terutama yang 

berkenaan dengan debitur atau pemilik dari obyek lelang Hak 

Tanggungan tersebut. Hambatan- hambatan yang sering terjadi antara 

lain sebagai berikut: 

a. Debitur yang berbelit-belit. 
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b. Ketidakcocokan harga. 

c. Upaya perlawanan hukum dari pihak debitur. 

 

10. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Didalam Lelang Eksekusi 

Hak Tanggungan 

Pada sengketa lelang, juga turut dirugikan. Pembeli lelang 

merupakan orang yang tidak mengetahui bagaimana asal usul barang 

tersebut, pembeli biasanya akan menduga bahwa barang yang ditawarkan 

dalam lelang merupakan barang yang tidak bermasalah. Bila di tilik dari 

putusan yang dianalisa oleh penulis, pembeli lelang atau Tergugat III 

tidak mengetahui dan merasa bahwa tanah yang dilelang oleh KPKNL 

lepas dari masalah . Tergugat III merupakan pihak yang tidak bersalah 

dan dinilai memiliki etikad baik pada kasus ini. Oleh sebab itu Tergugat 

III atau Pembeli mendapatkan perlindungan hukum. 18 

Peraturan pelaksanaan lelang yang ada selama ini tidak 

memberikan perlindungan kepada pemenang lelang artinya bahwa hak 

dari pemenang lelang yang beritikad  baik tidak mendapatkan 

perlindungan hukum yang jelas. Undang-Undang harus memberikan   

perlindungan hukum terhadap pemenang lelang karena dengan   adanya 

pemenang lelang serta objek hak tanggungan merupakan kunci  dalam 

penyelesaian kredit macet selain itu perlindungan hukum wajib  

diberikan kepada pemenang lelang agar pemenang lelang mendapatkan 

kepastian hukum seperti yang tertera  pada Yurispudensi Mahkamah  

                                                             
18

https://media.neliti.com/media/publications/54669-ID-upaya-pembatalan-lelang-eksekusi-

hak-tan.pdf 
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Agung Tanggal 28 Agustus 1976 Nomor 821 K/Sip/1974 bahwa itikad 

baik memegang peranan penting  dalam jual beli dan kepastian hokum 

haruslah diberikan kepada pembeli yang beritikad baik. 

11. Eksekusi Hak Tanggungan (HT) 

a. Hak Tanggungan Diatur dalam UU No.4 Tahun 1996 

1) Diundangkan pada tanggal 9 april 1996. 

2) Efektif berlaku pada tanggal diundangkan (pasal 31). 

b. Menggantikan Bentuk Grosse Akta  

Berdasarkan Pasal 29, merupakan pengganti bentuk grosse 

akta yang disebut dalam Pasal 224 HIR. Pasal ini dengan tegas 

mengatakan, dengan diundangkan UU No.4 Tahun 1996, tidak 

berlaku lagi : 

1) Credietverband St.1908-542 jo. St. 1909-586 sebagaimana 

diubah dengan St.1937-190 jo. St,1937-191; 

2) Ketentuan hipotek yang diatur dalam Buku II, Bab XXI KUH 

Perdata (Pasal 1162-1232), sepanjang jaminannya mengenai ha 

katas tanah. Adapun mengenai hipotek atas kapal dan pesawat 

terbang, ketentuan yang diatur Buku II KUH Perdata, tetap 

berlaku. 

12. Proses Titel Eksekutorial pada Hak Tanggungan (HT) 

Untuk menjelaskan eksekusi HT, perlu diketahui lebih dahulu tata 

cara atau proses yuridis dan administratif melekatnya title eksekutorial 

pada HT. 
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a. Tahap Pertama; Perjanjian Kredit dengan Klausul Pemberian HT 

Tahap awal, pengikatan perjanjian kredit atau perjanjian utang: 

1) Dalam salah satu pasalnnya, disepakati janji debitur 

memberikan HT sebagai jaminan pelunasan utang 

Dengan demikian, perjanjian kredit yang berisi janji debitur 

memberikan HT, merupakan: 

a) Perjanjian pokok (basic agreement, principal agreement ), 

yang berfungsi sebagai dokumen pertama untuk 

membuktikan adanya perjanjian utang; 

b) Menurut Pasal 10 ayat (1), eksistensi jani memberikan HT 

dalam perjanjian utang (kredit) merupakan bagian tak 

terpisahkan dari janji pemberian HT; 

c) Perjanjian HT bersifat accessoir atau asesor dengan 

perjanjian pokok . 

HT tidak bias berdiri sendiri, tetapi merupakan ikutan dari 

perjanjian pokok yakni perjanjian yang memberi jaminan atas 

pelunasan utang yang disebut dalam perjanjian pokok. 

2) Bentuk perjanjian pokok yang berisi Pemberian HT  

Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) : 

a) Dapat berbentuk akta dibawah tangan (onderhandse akte ), 

atau  

b) Dengan akta autentik (authentieke akte). 

3) Pembuatannya dapat didalam maupun diluar negeri 
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a) Tidak disyaratkan validitas atau keabsahan mesti dibuat 

didalam negeri; 

b) Tetap  sah dibuat diluar negeri. 

4) Subjek atau pihak  

a) Dapat orang perseorang (natural person) 

b) Bisa badan hokum (legal entity) 

c) Dapat orang atau badan hokum asing dengan dengan syarat 

kredit yang bersangkutan untuk pembangunan  diwilayah 

NKRI. 

b. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 

1) Pemberian HT dilakukan dengan pembuatan APHT : 

a) Jadi berbentuk akta yang disebut APHT 

b) Dibuat oleh PPAT; 

c) Dengan demikian, APHT berfungsi sebagai bukti tentang 

Pemberian HT yang berkedudukan sebagai dokumen 

perjanjian kedua melengkapi dokumen perjanjian utang 

(perjanjian pokok). 

c. Isi dan format 

Diatur dalam Pasal 11 yang menentukan : 

1) Yang wajib dicantumkan dalam APHT : 

a) Nama dan identitas Pemegang dan Pemberi HT; 

b) Domisili pihak-pihak; 

c) Penunjukan secara jelas utang yang dijamin; 
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d) Nilai tanggungan; 

e) Di Uraian yang jelas mengenai objek HT. 

Pencamtuman elemen ini dalam APHT : 

(a) Bersifat kumulatif,oleh karena itu harus lengkap 

dicantumkan , 

(b) Lalai mencantumkan salah satu di antaranya, 

mengakibatkan APHT batal demi hukum (Penjelasan Pasal 

11 ayat (1). 

2) Janji yang dapat dicantumkan dalam APHT  

Dalam Pasal 11 ayat (2), terdapat sejumlah klausul yang dapat 

dicantumkan dalam APHT : (terdiri dari a s/d k), antara lain : 

a) Janji yang membatasi kewenangan Pemberi HT untuk : 

(1) Menyewakan objek HT; 

(2) Mengubah bentuk / tata susunan objek HT. 

b) Janji yang memberi kewenangan kepada penerima HT : 

(1) Mengelola objek berdasarkan penetapan PN. 

(2) Menyelamatkan objek HT dalam rangka eksekusi 

(mencegah hapus atau dibatalkan ha katas objek HT) 

(3) Pemegang HT pertama mempunyai hak untuk menjual 

atas kekuasaan sendiri (eigenmachtige verkoop); 

(4) Janji pemberi HT akan mengongkan objek HT pada 

saat eksekusi HT. 

c) Pendaftaran Pemberian HT  
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Mengenai pendaftaran HT diatur dalam Pasal 13 : 

(1) Pendaftaran Merupakan Syarat Imperatif  

(2) Wajib mendaftrakan pada kantor pertanahan (KP), 

(3) Menurut penjelasan Pasal 13 ayat (1) : 

(a) Pendaftaran merupakan asas publisitas, 

(b) Serta sekaligus merupakan syarat mutlak untuk 

lahirnya dan mengikatnya HT kepada pihak ketiga. 

3) Kewajiban PPAT sebagai pembuat APHT  

Berdasasrkan Pasal 13 ayat (2), PPAT yang bertindak membuat 

APHT : 

a) Wajib mengrimkan APHT dan warkat lain (meliputi surat-

surat bukti yang berkaitan dengan objek HT dan identitas 

para pihak, sertifikat ha katas tanah) yang diperlukan 

kepada KP; 

b) Pengiriman selambat-lambatnya 7 hari kerja dari tanggal 

penandatanganan APHT; 

c) Cara pengiriman menurut penjelasan pasal 13 ayat (2) : 

(1) Melalui petugas PPAT, atau  

(2) Melalui pos tercatat. 

Prinsipnya , PPAT wajib menggunakan cara yang 

paling baik dan aman sesuai dengan kondisi dan 

fasilitas yang ada di daerah yang bersangkutan.   
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d) PPAT yang lalai memenuhi kewajiban tersebut diancam 

dengan sanksi administratif : 

(1) Teguran lisan / tulisan, 

(2) Pemberhentian sementara  

(3) Pemberhentian dari jabatan. 

e) Kewajiban kantor  Pendaftaran Tanah (KPT) 

Diatur dalam pasal 13 ayat (3) 

f) Mendaftarkan HT; 

g) Untuk itu KPT membuat buku tanah yang menjadi objek 

HT; 

h) Serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat ha katas 

tanah yang bersangkutan ; 

i) Tanggal BTHT menurut Pasal 13 ayat (4) dan (5) adalah  

(1) Tanggal hari ketujuh (ke-7) setelah penerimaan secara 

lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran; 

(2) Jika hari ke-7 jatuh pada hari libur , BTHT diberi 

tanggal pada hari kerja berikutnya; 

j) Dengan demikian, efektifnya HT terhitung dari tanggal 

BTHT (filing date) 

k) Asas openbaar dan perlindungan hukum (legal protection ), 

terhitung dari tanggal penerima pendaftaran. 

4) Pembuatan Sertifikat HT  

Penerbitan sertifikat HT diatur dalam Pasal 14 : 

a) Yang Menertibkan Sertifikat HT : 
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(1) Kantor Pertanahan (KP); 

(2) Caranya, mencantumkan irah-irah dengan kata-kata : 

DKBKYME 

b) Fungsi Sertifikat HT : 

(1) Menjadi bukti HT; 

(2) Menjadi landasan kekuatan ekskutorial (executoeriale 

kracht); 

(3) Kekuatan ekskutorial sama dengan putusan pengadilan 

yang BHT. 

c) Tindakan KP Selanjutnya : 

(1) Mengembalikan sertifikat tanah yang berisi catatan 

Pemberian HT kepada Pemegang hak tanah ; 

(2) Memberikan sertifikat HT kepada kreditor. 

 

B. Objek Hak Tanggungan 

1. Jenis Objek HT  

Objek HT menurut pasal 4, disesuaikan secara terbatas dengan 

pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960). 

Sehubungan dengan itu, bertitik tolak dan merujuk kepada Pasal 16 

UUPA tersebut, hak yang dapat dijadikan objek HT terdiri dari : 

a. Hak Milik (HM) 

b. Hak Guna Bangunan (HGB) 

c. Hak Guna Usaha (HGU) 

d. Hak Pakai (HP) 
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1) HP atas tanah negara : 

a) Sudah terdaftar 

b) Dan sifatnya dapat dipindahkan tangankan (transferability). 

c) HP atas HM (diatur lebih lanjut dengan PP ) 

e. Syarat Objek HT : 

1) Asas publisitas : 

a) Tanah objek HT telah terdaftar pada KP; 

b) Tanah bersetifikat. 

2) Asas transferability : 

a) Dapat dipindahkantangankan. 

b) Oleh karena itu,dapat segera direalisasikan pemenuhan 

pembayaran utang dengan jalan menjual objek HT; 

3) Asas certainability atau asas spesialitas. 

f. Dimungkinkan Objek HT, Tanah Adat 

Hal ini diatur dalam Pasal 10 (3) dengan syarat : 

1) Dokumen administrasi konversinya dari tanah adat : 

a) Sudah lengkap, 

b) Hanya saja, proses administrasi konversinya belum selesai 

dilaksanakan; 

2) Semua syarat pendaftaran untuk memperoleh hak telah 

terpenuhi; 

3) Pemberian HT harus dilakukan bersamaan dengan pemohonan 

pendaftaran. 
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C. Pendakatan dalam perspektif Islam lelang obyek hak tanggungan 

1. Analisis Hukum Islam Mengenai Pelaksanaan Lelang 

Tahap Persiapan Lelang Penjual/Pemilik barang yang bermaksud  

melakukan penjualan secara lelang  melalui KPKNL harus mengajukan 

surat permohonan lelang dan mendapatkan jadwal lelang, disertai 

dokumen persyaratan lelang sesauai dengan jenis lelangnya. Menurut 

Pandangan Islam syarat jual beli adalah, barang yang diperjual belikan 

adalah sesuatu yang suci, memiliki kebermanfaatan,  kepemilikan orang 

yang berakal atas barang, kemampuan untuk menyerahkan barang, 

pengetahuan tentang barang, dan telah diterimanya barang yang akan 

dijual (Sabiq: 1948). 

Adapun syarat yang berlaku pada pelaku transaksi adalah, pelaku 

transaksi hendaklah seseorang yang berakal atau  mumayyis (bisa 

membedakan antara  yang benar dan tidak), namun dalam pandangan 

imam hanafi beliau tidak  mensyaratkan baligh  sehingga sah saja 

perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berumur tujuh tahun (Az-

Zuhaily  , 2011). 
19

      

2. Lelang Eksekusi dalam Fiqh Muamalah 

Pelelangan dalam Fiqh mu‟amalah disebut juga dengan istilah 

Muzayadah yang mana pelaksanaannya hampir sama dengan pelelangan 

yang dilakukan di  KPKNL. Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, 

akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, 

                                                             
19
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sedangkan lelang tidak ada hak memilih, seta pelaksanaannya dilakukan  

khusus di muka umum. (Aiyub Ahmad, 2004). 

Jual beli model lelang (muzayadah) dalam hukum Islam adalah 

boleh mubah Ibnu Abdi Dar berkata, ”Sesungguhnya tidak haram 

menjual barang kepada orang  dengan adanya penambahan harga 

(lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak”. Adapun menurut 

Ibnu ‟Abdil Barri adanya kesepakatan ulama tentang  bolehnya jual-beli 

secara lelang bahkan  telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat 

Islam pada masa lalu. (Imam Ash-Shan‟ani, 1995). 

Menurut Muhammad dan Abu Yusuf (ahli ekonomi Islam klasik) 

memperbolehkan menjual aset kekayaan (obyek hak tanggungan) pihak 

kreditur jika qadhi (hakim) telah mengeluarkan putusan terhadapnya dan 

tidak ditemukan alasan pembenar untuk menunda  penjualan tersebut. 

Penjualan tersebut dalam semua kasus harus dilakukan atas  

sepengetahuan qadhi serta dihadiri oleh para pihak di pasar barang yang 

akan di jual, penjualan itu juga bisa dilakukan  dengan cara lelang atau 

mendapatkan harga setinggi mungkin sesuai dengan harga pasar pada 

saat lelang berlangsung (Wahbah az-zuhaili, 2011).
20
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Upaya hukum pembeli obyek hak tanggungan di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Yang dibatalkan pengadilan 

1. Prosedur Pembatalan Lelang Setelah Adanya Putusan Pemenang 

Lelang 

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang : 

Menimbang :    -  bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan lelang 

telah  diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangdan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran secara Tertulis Tanpa 

Kehadiran Peserta Lelang melalui Internet;  

1) bahwa untuk meningkatkan pelayanan lelang,  mewujudkan 

lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, 

sederhana, modern dan  menjamin kepastian hukum, serta 

merespon  berkembangnya model transaksi perdagangan melalui  

sistem elektronik, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan 

mengenai pelaksanaan lelang;   
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2) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;  

a)   Pasal 25 “Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat 

dibatalkan”. 

b)   Pasal 38 ayat(1) “Pembatalan lelang berdasarkan penetapan 

atau putusan dari lembaga peradilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 huruf b disampaikan secara tertulis dan 

harus telah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat 

sebelum lelang dimulai” 

2. Yang berhak membatalkan putusan lelang 

Pasal 38 ayat(1) “Pembatalan lelang berdasarkan penetapan atau 

putusan dari lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

huruf b disampaikan secara tertulis dan harus telah diterima oleh Pejabat 

Lelang paling lambat sebelum lelang dimulai” 

3. Akibat hukum dari adanya pembatalan lelang terhadap pemenang 

lelang 

Pasal 25 “Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan”. 

4. Pihak yang mengajukan permohonan pembatalan lelang 

Sebelum pelaksanaan lelang, pihak yang dapat mengajukan 

pembatalan lelang adalah: 
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a. adanya penetapan/putusan lembaga peradilan 

b. aparat penegak hukum apabila ada kasus pidana,   dan  

c. gugatan pihak ketiga terkait adanya bukti kepemilikan ganda.  

5. Pembatalan sebelum lelang : 

Prosesnya : 

a. Pemohon lelang biasanya ke kpknl, dalam surat itu pembatalannya 

apa. Contoh Pelunasan. 

b. Dari kpknl, pengadilan yang mudah ingkrah itu bisa membatalkan. 

c. Pejabat lelang, karena SKPT tidak terbit / tidak sesuai di skpt dengan 

objek yang di lelang. 

Kewenangan : 

(1) Dibatalkan Pejabat lelang dan Penjual. 

6. Pembatalan setelah lelang : 

Prosesnya : 

a. Tidak bisa dibatalkan kalau udah ditunjuk lelang.kecuali di 

pengadilan dinyatakan kalah, lelang dianggap tidak sesuai, proses 

dikembalikan semua dari uang yang disetor ke kas negara dan 

penjual, dibalikan sesuai putusan di pengadilan tersebut. 

7. Persyaratan lelang : 

a. Dokumen umum  

b. Dokumen khusus 

c. Dokumen pas pelaksanaan lelang. 

Penjelasan : 
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1) Dokumen umum :  

a) salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan       Penjual/ 

Surat Tugas Penjual/ Surat Kuasa Penjual, kecuali Pemohon 

Lelang adalah perorangan. 

b) daftar barang yang akan dilelang, nilai limit dan uang  

jaminan (apabila menggunakan nilai limit dan 

dipersyaratkan uang jaminan); 

c) surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan atau  Hak 

Milik, dalam hal objek lelang berupa tanah dan/ atau 

bangunan dengan dokumen kepemilikan Alas Hak 

Sekunder berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di 

atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik; 

d) Nomor rekening Penjual; 

e) informasi tertulis berupa Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) Pemohon Lelang, untuk Objek Lelang berupa 

Barang milik swasta, badan hukum, atau badan usaha, 

dalam hal lelang diselenggarakan oleh KPKNL; 

f) surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang 

tambahan (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan, yaitu: 

(1) jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, 

meneliti secara fisik barang yang akan dilelang; 
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(2) jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; 

dan/atau. 

(3) jadwal penjelasan lelang kepada Peserta Lelang se 

belum pelaksanaan lelang ( aanwijzing); 

(4) syarat dan ketentuan khusus yang lazim diterapkan 

dalam pelaksanaan jual beli benda tidak berwujud, 

g) surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang 

tambahan selain yang diatur dalam angka 6 (apabila ada) 

berikut ketentuan yang berlaku pada Penjual dan/ atau 

peraturan perundang-undangan yang mendukungnya; 

h) surat pernyataan/ surat keterangan dari Penjual bahwa objek 

lelang dalam penguasaan Penjual, dalam hal objek lelang 

berupa barang bergerak yang berwujud; dan foto objek 

lelang.  

Dokumen Khusus : surat persetujuan suami/istri Pemohon - 

Lelang merupakan harta bersama, untuk objek lelang 

berupa barang tidak bergerak,   surat persetujuan/ surat 

kuasa dari seluruh ahli  waris ( sesuai surat keterangan 

waris dari         pejabat yang berwenang) untuk objek lelang 

berupa barang tidak bergerak. 

i) fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan 

peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti 

kepemilikan/hak, dalam hal bukti kepemilikan/hak bukan 
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atas nama Penjual maka harus dilengkapi dengan 

persetujuan atau kuasa dari pemilik. 

8. Prosedur pelaksanaan lelang  

Bank : Melakukan permohonan sekarang harus melalui online, 

pemohon menginput persyaratan tadi umum dan khusus, kemudian 

diupload semua dokumen dari pihak kpknl melakukan verifikasi terhadap 

dokumen upload tersebut, setelah dilakukan verifikasi, jika masih ada 

kekurangan dimintakan dalam aplikasi lelang.go.id, missal dinyatakan 

sudah lengkap, nanti pemohon lelang dapat tiket permohonan online, bisa 

dikirim dokumennya Bersama dokumen fisik lainnya, yang sudah di scan 

tadi, menyaring dokumennya sudah sesuai belum, kemudian 

dokumennya dikirim, dari kpknl, mengecek kembali apakah dokumennya 

sama, yang dinput dan dikirim, kalo sudah sesuai, baru ditetapkan 

lelangnya, kalo HT pengumumannya 2 kali selebaran dan koran 30 hari 

di portal.go.id, peserta lelang ikut lelang si peserta lelang bikin akun, 

stelah membuat akun, mengisi dokumen mengupload ktp, npwp, 

rekening bank, rekening bank dia tidak di ditunjuk pemenang lelang, 

uang jaminan masuk ke rekening tersebu, missal, peserta lelang tinggal 

ikut, open bidding dan close bidding, proses penawaranya ketika lelang 

diupload muncul di portal.go,id, sampai waktu pelaksanaan lelang, itu si 

peserta sudah bisa menawar, bedanya dengan close bidding, itu ketika 

ditentukan, biasanya di akhir kalu close bidding, misalnya ini ambil 

contoh tanggal 1 pengumuman tanggal 30 lelangnya, kalo open  tanggal 
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1-30 melakukan penawaran, kalau open bidding tanggal 30nya aja bisa 

melakukan penwaran, seperti itu jika sudah penawaran tanggal 30 

tersebut, sesuai dengan jadwal lelang nanti kita buka lelangnya jam 10, 

nanti muncul penawaranya tinggal diambil yang paling tinggi.   

a) Pengertian nilai Limit : 

Pada Pasal 1 angka 12 Kep.Menkeu tersebut, dikemukakan 

definisi nilai limit : 

1) Merupakan nilai minimal yang ditetapkan Penjual untuk dicapai 

dalam suatu pelelangan, dan 

2) Nilai limit itu, sebagai dasar untuk mengesahkan pemenang 

lelang. 

Tujuan menentukan nilai limit sebagai Patokan nilai minimal 

pada penjualan lelang bermaksud untuk menetapkan batas harga 

terendah yang dapat disetujui dan dibenarkan penjual. Penawaran 

peserta lelang yang berada dibawah limit, harus ditolak. Sebaliknya, 

penawarannya peserta yang melampaui nilai karena itu, sekiranya 

semua peserta lelang mengajukan penawaran harga kurang dari nilai 

limit yang ditentukan, lelang yang dilakukan belum memenuhi 

patokan nilai minimal, sehingga lelang belum terlaksana sesuai 

dengan nilai limit yang disyaratkan. Akibatnya, lelang ditunda atau 

dibatalkan apabila penjual menghendakinya.  

1) Yang berwenang menentukan nilai limit adalah penjual : 

Berdasarkan  Pasal 23 ayat (2) Kep Menkeu tersebut, yang 

menentukan nilai limit adalah penjual . Hal itu pun ditegaskan 
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kembali pada pasal 15 ayat (1) Kep. DJPLN No. 35/PL/2002 

yang berbunyi : 

Penjual menentukan nilai limit barang yang barang yang akan 

dilelang secara tertulis untuk masing-masing barang atau paket 

barang yang akan dilelang. 

Ketentuan diatas sangat efektif menghilangkan 

ketidakpastian praktik yang terjadi selama ini. Satu segi 

berdasarkan praktik yang menentukan patokan harga minimal 

adalah penjual (kreditor). Sebaliknya, ada yang berpegang pada 

rumusan Pasal 9 alinea pertama Peraturan Lelang  (St.1908 

No.189), bahwa yang berwenang menentukan nilai limit adalah 

Pengawas Kantor Lelang (superintendent). 

2) Bentuk dan Tata cara Penyerahan Nilai Limit 

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Kep. Menkeu jo.Pasal 25 

Kep.DJPLN tersebut, digariskan hal-hal berikut : 

a) Penentuan Nilai limit Berbentuk Tertulis  

(1) Bisa disebut satu persatu untuk masing-masing barang  

atau 

(2) Sekaligus untuk paket barang yang akan di lelang . 

(3) Apabila lelang mengenai barang bergerak Bersama-

sama dengan barang tidak bergerak, nilai limit harus 

dirinci menurut masing-masing barang. 

b) Nilai Limit Diserahkan kepada Pejabat Lelang 

(1) Kepada Pejabat Lelang. 
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(2) Dalam amplop tertutup, dan dimasukkan dalam kotak 

transparan. 

(3) Penyerahan selambat-selambatnya pada saat akan 

dimulai pelaksaan lelang. 

c) Pembukaan Nilai Limit 

Mengenai pembukaan amplop nilai limit, 

digantungkan pada factor cara penawaran. 

(1) Penawaran dilakukan secara tertulis 

Apabila penawaran dilakukan secara tertulis, nilai limit 

dibuka oleh pejabat Lelang : 

(a) Setelah selesai pembukaan dan pencatatan surat 

penwaran lelang. 

(b) Tidak dibenarkan sebelum hal itu dilakuka, dan 

tindakan itu dianggap penyalahgunaan wewenang ( 

abuse of authority). 

(2) Penawaran secara lisan 

Jika penawaran dilakukan secara lisan, pembukaan 

Nilai Limit : 

(a) Dilakukan Pejabat Lelang sebelum penawaran 

dimulai. 

(b) Hal ini logis agar pejabat lelang mengetahui berapa 

Nilai Limit yang harus disampaikan kepada peserta 

lelang. 
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d) Cara Penawaran yang dapat dilakukan 

Menurut Pasal 16 Kep.DJPLN No.35/PL/2002, 

penwaran lelang dapat dilakukan dengan cara : 

(1) Lisan 

(2) Tertulis 

(3) Tertulis dilanjutkan secara lisan apabila penawaran 

tertinggi belum mencapai Nilai Limit. 

e) Yang berwenang menentukan cara penawaran dan 

pengumumannya 

Pasal 18 Kep. DJPLN No. 35/PL/2002, Mengatur 

kewengan menentukan cara penawaran sebagai berikut : 

(1) Penjual Dapat Mengusulkan Penawaran secara tertulis 

(a) Penjual berhak mengusulkan penawaran secara 

tertulis. 

(b) Usul itu disampaikan kepada Kepada kepala 

Kantor Lelang. 

(c) Disampaikan  sebelum pengumuman lelang. 

Kalau usul disampaikan sesudah pengumuman 

lelang, penjual dianggap tidak mengajukan usul. 
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Selain itu, penjual tidak diperkenankan 

mengusulkan penawaran secara parsial, yakni tidak 

boleh mengajukan usul : 

(a) Sebagai barang dengan cara penawaran tertulis, 

dan  

(b) Yang sebagai lagi penawran secara lisan. 

Dalam satu pelaksanaan lelang, system penawaran 

terhadap seluruh barang harus sama,apakah tertulis 

atau lisan. 

(2) Yang Menentukan Kantor Lelang  

Apabila penjual tidak mengajukan usul 

penawaran secara tertulis , kewengan untuk 

menentukan cara penawaran, jatuh menjadi kewengan 

Kepala Kantor Lelang.Terserah menurut pendapatnya, 

cara penawaran yang dianggapnya tepat dan 

proposional dengan pelelangan yang bersangkutan bisa 

tertulis atau lisan. 

Apa yang dijelaskan diatas, bertitik tolak dari 

pasal 18 ayat (2) Kep. DJPLN No. 35 /PL/2002. Akan 

tetapi, jika merujuk pad ketentuan Pasal 27  Kep. 

Menkeu No. 304/KMK 01/2002 jo. No. 

450/KMK/2002, Acuan Penerapannya  adalah : 
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(a) Pada prinsipnya cara penawaranya lelang 

ditetapkan oleh Kepala Kantor Lelang, dengan 

memperhatikan usulan dari penjual. 

(b) Cara penawaran yang ditetapkan harus diumumkan 

didepan calon pembeli sebelum lelang dimulai. 

Akan tetapi, tanpa mengurangi ketentuan 

diatas, cara penawaran yang ditettapkan dapat 

didahului dengan pengumuman di mdia 

massa,selebaran, tempelan, media elektronis 

termasuk internet. 

(3) Harga Penawaran Tidak Dapat Diubah atau Dibatalkan 

Peserta Lelang 

(a) Harga penawaran yang telah disampaikan, tidak 

dapat dibatalkan peserta yang bersangkutan. 

(b) Dengan ketentuan,apabila penawaran telah 

diterima dan dicatat oleh pejabat lelang. 

 Bagaimana halnya, kalau sudah diterima tetapi 

belum dicatat, apaboleh lagi dibatalkan penawran dan 

mengganti dengan penawaran baru? Tidak Dapat. 

 Prinsipnya,asal  sudah diterima meskipun belum 

dicatat oleh Pejabat Lelang, tidak dapat dibatalkan lagi, 

kemudian menggantinya dengan penawran baru. Cara 

itu  mesti diterapkan demi tegaknya kepastian hukum 
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dan juga untuk menghindari terjadinya persekongkolan 

dengan pejabat lelang. 

(4) Yang Komponen Mengaajukan Penawaran. 

Untuk mengetahui siapa yang kompenten 

mengajukan penawaran, merujuk pada Pasal 17 Kep. 

DJPLN No.35/PL/2002 : 

(a) Dilakukan Peserta Lelang sendiri 

Yang paling utama mengajukan penawaran 

adalah peserta lelang sendiri karena dia yang 

paling berhak dan berkepentingan atas penawaran 

itu.  

(b) Dilakukan oleh Kuasanya  

Akan tetapi, oleh karena pada dasarnya 

tindakan itu termasuk bidang hokum perdata; 

peserta lelang dapat mewakilkan tindakan hokum 

itu kepada kuasa dengan syarat : 

(1) Sebelum pelaksanaan lelang, peserta memberi 

kuasa kepada orang lain untuk mengikuti atau 

mengajukan penawaran lelang; 

(2) Namun pemberian kuasa itu, harus dibuktikan 

dengan surat kuasa yang bermaterai cukup 

dengan dilampiri fotocopy KTP/SIM/Paspor 

Pemberi kuasa dan Penerima Kuasa; 
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Praktiknya, jarang peserta lelang sendiri yang 

tampil mengajukan penawran lelang,tetapi lebih 

banyak dilakukan oleh kuasa yang bertindak 

mewakili kepentingan peserta lelang. 

(5) Cara Mengajukan Penawaran 

Cara peserta/ kuasanya mengajukan penawaran 

tergantung pada pelaksanaan lelang. 

(6) Pelaksanaan lelang dilakukan secara Tertulis. 

Apabila pelaksanaan lelang dilakukan secara 

tertulis, cara penawaran merujuk pada Pasal 20 Kep. 

DJPLN No.35/PL/2002  : 

(1) Penawaran dilakukan secara tertulis yang disebut 

surat penwaran; 

(2) Dimasukkan dalam amplop tertutup , dan 

dimasukkan ke kotak transparan; 

(3) Dalam hal penawaran secara tertulis, peserta lelang 

tidak boleh mengajukan lebih dari satu Surat 

Penawaran terhadap barang yang sama; 

(4) Dalam hal penawaran secara tertulis terdapat 

beberapa penawaran tertinggi yang harga 

penawaranya sama dan harga penawaranya mereka 

telah mencapai atau melampaui Nilai limit : 
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Dalam Kasus yang seperti ini, Pejabat Lelang 

berhak melanjutkan penawaran lelang untuk 

memperoleh harga penawaran tertinggi; 

Cara dilakukan dengan penawaran lisan naik-naik 

atau tertulis yang diikuti oleh penawaran tertinggi 

yang sama harga penawaranya ; 

(5) Penawaran tertinggi yang telah mencapai atau 

melampaui Nilai limit, disahkan sebagai pembeli 

oleh Pejabat lelang yang bersangkutan. 

(7) Penawaran Lelang Dilakukan  secara lisan  

Cara penawaran lelang yang dilakukan secara 

lisan merujuk pada pasal 21 KEP DJPLN No. 

35/PL/2002 yang menggariskan tata caranya sebagai 

berikut : 

(1) Pejabat Lelang dapat dibantu oleh Pemandu Lelang 

Menurut Pasal 1 angka b KEP MENKEU 

No. 304/KMK.01/2002 , yang dimaksud dengan 

Pemandu Lelang adalah orang yang membantu 

Pejabat lelang untuk menawarkan barang dalam 

suatu pelaksanaan lelang. 

Kehadiran dan keberadaan Pemandu Lelang 

membantu Pejabat Lelang dalam pelaksanaan 

lelang secara lisan : 



 

58 

 

(2) Tidak bersifat imperative 

(3) Tetapi fakultatif, yakni pejabat lelang dapat 

dibantu pemandu lelang, 

(4) Pemandu lelang dapat berasal dari pegawai DJPLN 

atau dari luar DJPLN. 

(8) Syarat Menjadi Pemandu Lelang 

Pemandu yang berasal dari Pegawai DJPLN : 

(1) Sehat jasmani dan rohani; 

(2) Pendidikan serendah-rendahnya SMU yang 

sederajat ; 

(3) Lulus Diklat Pemandu Lelang atau mendapat 

rekomendasi dan Kepala Kantor Lelang; 

(4) Memiliki kemampuan  menawarkan barang. 

Pemandu Lelang yang berasal dari luar DJPLN : 

(1) Diusulkan oleh penjual kepada Kepada Kepala 

Kantor Lelang; 

(2) Sehat jasmani dan rohani; 

(3) Pendidikan serendah-rendahnya SMU atau yang 

sederajat; 

(4) Memiliki kemampuan menawarkan barang. 

(9) Lelang Tidak ada Penawaran 

Menurut Pasal 22 Kep. DJPLN No.35/2002, 

pelaksanaan lelang yang tidak ada penawaran : 
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(1) Oleh Pejabat Lelang dinyatakan sebagai Lelang 

Tidak Ada Penawaran; 

(2) Untuk itu , Pejabat Lelang membuat Risalah 

Lelang Tidak ada penawaran. 

Dalam hal seperti ini, apabila penjual 

menghendaki dilakukan lelang ualng, maka menurut 

Pasal 17Kep.Menkeu No.304/KMK/01/2002 jo.No.450 

/KMK.01/2002 harus dilakukan pengumuman lelang 

ulang. 

f) Pembeli Lelang 

Seperti yang dijelaskan diatas, menurut Pasal 24 Kep. 

Menkeu jo. Pasal 20 ayat (6) Kep.DJPLN tersebut : 

(1) Penawaran tertinggi yang telah mencapai atau 

melampaui harga Nilai Limit, disahkan sebagai 

pembeli; 

Menurut Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan 

harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang 

dibayar pembeli tidak termasuk Bea Lelang Pembeli 

dan Uang Miskin serta pungutan lain yang diatur 

berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang 

berlaku. 

(2) Yang mensahkan penawaran itu sebagai pembeli adalah 

Pejabat Lelang yang bersangkutan. 
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Hal itu ditegaskan pada Pasal 38 Kep. Menkeu 

dimaksud yang berbunyi Pembeli disahkan oleh pejabat 

lelang. 

Sehubungan dengan ,masalah Pembeli Lelang 

dapat di kemukakan penjelasan berikut : 

(a) Yang Dilarang Menjadi Pembeli  

Pasal 40 Kep. Menkeu tersebut melarang 

orang atau pejabat tertentu menjadi pembeli lelang. 

Mereka itu terdiri dari : 

- Pejabat Lelang 

- Pejabat Penjual 

- Hakim 

- Jaksa 

- Panitera 

- Juru Sita 

- Pengacara/ Advokat 

- Notaris  

- PPAT 

- Penilai; dan 

- Pegawai DJPLN yang terkait dengan 

Pelaksanaan. 

Larangan ini bersifat imperative, tidak ada    

Dispensasi bagi mereka yang disebut diatas. 
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(b) Bank sebagai Kreditor Dapat Menjadi Pembeli 

Agunannya Melalui Lelang. 

Pasal 39 ayat (2) dan (3)  Kep.Menkeu jo. 

Pasal 26. DJPLN tersebut,memperbolehkan bank 

sebagai kreditor menjadi pembeli barang 

agunannya melalui lelang. Dengan demikian, bank 

sebagai kreditor dapat menjadi peserta lelang 

barang jaminan yang diagunkan kepada bank yang 

bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Membuat Pernyataan Pembelian Dilakukan 

untuk Pihak Lain Syarat pertama membuat : 

a) Pernyataan yang menyatakan pembelian 

itu dilakukan untuk pihak lain yang akan 

ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 

1(satu) tahun. 

b) Pernyataan itu, harus berbentuk akta 

notaris; dan  

c) Pernyataan diserahkan kepada pejabat 

lelang sebelum dilaksanakan lelang; 

d) Kepala kantor Lelang setelah menerima 

pernyataan dari bank, mencatatnya dalam 

risalah lelang. 
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e) Selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun , 

Bank Harus Menyampaikan Pernyataan  

Tertulis Nama Pembeli 

Seperti yang dijelaskan diatas,pembelian itu 

dilakukan bank untuk pihak lain yang akan 

ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu)  

tahun Sehubungan dengan itu ,Pasal 26 ayat (3) 

Kep. DJPLN No. 35/PL/ 2002 menggariskan hal 

berikut : 

a) Bank tersebut selambat-lambatnya dalam 

jangka waktu 1(satu ) tahun sejak tanggal 

pelaksanaan lelang , nama dan identitas 

pembeli yang ditunjuk bank; 

b) Apabila bank tidak memenuhi hal itu,bank 

yang bersangkutan ditettapkan Pejabat  Lelang 

sebagai pembeli. 

Demikian syarat dan tata cara kebolehan 

bank sebagai kreditor menjadi pembeli barang 

agunannya. 
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9. Upaya Hukum Pembeli Objek Hak Tanggungan di Kantor 

Pelayanan  Kekayaan Negara dan  Lelang yang Dibatalkan 

Pengadilan 

Dalam lelang eksekusi, kebanyakan barang yang dilelang tanpa 

kesukarelaan dari pemilik barang dan seringkali banyak pihak yang 

berkepentingan terhadap barang tersebut tidak menginginkan lelang. 

Apabila yang dilelang itu adalah tanah/tanah dan rumah yang sedang 

ditempati/dikuasai oleh tersita/lelang, maka dengan menunjuk kepada 

ketentuan yang terdapat dalam pasal 200 ayat (10) dan ayat (11) HIR 

atau pasal 218 Rbg, apabila terlelang tidak bersedia untuk menyerahkan 

tanah/tanah dan rumah itu secara kosong, maka terlelang, beserta 

keluarganya, akan dikeluarkan dengan paksa, apabila perlu, dengan 

bantuan yang  berwajib, dari tanah/tanah dan rumah tersebut berdasarkan 

permohonan yang diajukan oleh pemenang lelang. Bila lelang dinyatakan 

tidak sah dan batal demi hukum yang dinyatakan dalam putusan 

pengadilan yang terlah berkekuatan hukum tetap, maka hak pembeli 

lelang menjadi berakhir dan upaya yang dapat dilakukan oleh 

pembeli/pemenang lelang adalah menuntut ganti rugi tehadap penjual. 

Uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima di rekening 

KPKNL paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. 

Uang jaminan penawaran lelang dibebankan kepada pihak Peserta Lelang 

dengan besaran yang ditentukan oleh Penjual paling sedikit 20% (dua 

puluh persen) dari Nilai Limit dan paling banyak sama dengan Nilai 

Limit. Ketentuan mengenai besaran uang jaminan penawaran lelang 

disebutkan dalam Pasal 32 Permenkeu Nomor 93/PMK.06/2010. Uang 
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jaminan penawaran merupakan prasyarat sebelum melakukan lelang dan 

hal ini dimaksudkan agar peserta lelang merasa terikat karena uang 

jaminan akan hilang apabila peserta yang ditunjuk sebagai Pembeli 

melakukan wanprestasi, sehingga dapat dihindarkan dari adanya peserta 

yang tidak sungguh-sungguh berminat mengikuti lelang atau yang hanya 

main-main. 

Peserta lelang/kuasanya harus hadir pada saat pelaksanaan lelang 

dengan terlebih dahulu melakukan registrasi. Bagi peserta yang 

memberikan kuasa kepada pihak lain, harus disertai dengan Akta Kuasa 

Notariil. Peserta Lelang yang teregistrasi wajib menyampaikan 

penawaran paling sedikit sama dengan harga limit, bila penawaran 

kurang dari harga limit, maka bersedia dimasukkan dalam daftar hitam 

peserta lelang. Dalam hal penawaran tertinggi dalam lelang telah sesuai 

dengan kehendak Penjual, maka barang akan dilepas dan Pejabat Lelang 

akan menetapkan penawar tertinggi sebagai Pemenang Lelang/Pembeli. 

Namun, dalam hal penawaran tertinggi ternyata belum mencapai harga 

jual yang dikehendaki (Harga Limit), maka Pejabat Lelang akan 

menetapkan bahwa obyek lelang akan ditahan atau tidak ditunjuk 

pemenangnya, kecuali Penjual setuju untuk melepaskan barang tersebut. 

Pemenang lelang harus menyelesaikan pelunasan pembayaran 

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, dan apabila 

pembayaran tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka 

pada hari kerja berikutnya Pejabat Lelang harus membatalkan 

pengesahannya sebagai Pembeli dengan membuat Pernyataan 

Pembatalan serta, Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya 
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setelah disahkan sebagai Pembeli Lelang, tidak diperbolehkan mengikuti 

lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan. 

Bea lelang Pembeli yang dipungut sesuai dengan ketentuan 

peraturan Pemerintah tentang Bea Lelang, Staatsblad 1949-390, yaitu 9% 

untuk barang bergerak dan 4,5% untuk barang tidak bergerak, dan 

dipungut berdasarkan Pasal 18 Vendu Reglement sebesar 0,7% untuk 

barang bergerak dan 0,4% untuk barang tidak bergerak. Di lain pihak 

kepada Penjual juga dipungut Bea Lelang, yaitu 3% untuk barang 

bergerak dan 1,5% untuk barang tidak bergerak dihitung dari Pokok 

Lelang. Kepada Penjual tidak dikenakan Uang Miskin. 

Penyetoran Hasil Bersih Lelang ke Penjual/Pemilik Barang paling 

lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara 

Penerimaan KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II. Kemudian 

KPKNL menyerahkan dokumen dan Petikan Risalah Lelang kepada 

Pembeli Lelang sebagai bukti untuk balik nama dan sebagainya. 

Lelang termasuk perjanjian jual beli barang karenanya terhadapnya 

berlaku syarat-syarat sahnya perjanjian. Kata sepakat dalam penjualan 

lelang terbentuk saat pejabat lelang untuk kepentingan penjual menunjuk 

penawar yang tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pembeli lelang. 

Oleh karena itu, mengingat lelang sebagai perjanjian, maka undang 

undang hanya mengatur jika tidak diatur secara khusus dalam perjanjian. 

Lelang sebagai suatu perjanjian dalam pelaksanaannya tunduk pada 

klausula–klausula risalah lelang. Klausul risalah lelang ditetapkan secara 

sepihak oleh Kantor Lelang, yang mempunyai bargaining position yang 

lebih kuat dan pembeli lelang tidak mempunyai kemungkinan untuk 
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mengubah klausul risalah lelang, sehingga risalah lelang merupakan 

perjanjian baku atau standar kontrak. Seluruh klausul risalah lelang 

berasal dari Kantor Lelang, yang kemungkinan kurang memberi tempat 

pada hak-hak pembeli lelang. Pasal 35 Vendu Reglement mengatur 

Risalah Lelang sama artinya dengan “Berita Acara” Lelang. Berita acara 

lelang merupakan landasan otentifikasi penjualan lelang, berita acara 

lelang mencatat segala peristiwa yang terjadi pada penjualan lelang. 

Hasil penelitian putusan pengadilan dari gugatan gugatan perkara 

perdata baik dalam tingkat pertama, banding, maupun kasasi adalah : 

a. Lelang mempunyai kekuatan hukum dan sah. 

b. Lelang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga 

lelang dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum atau tidak sah 

atau tidak mempunyai kekuatan mengikat. 

Adapun bentuk atau jenis putusan akhir bermacam macam, yaitu : 

1) Putusan Akhir yang Bersifat Negatif  

Dalam putusan akhir yang bersifat negatif, putusan yang diambil 

Pengadilan Negeri bukan bertitik tolak dari materi pokok perkara 

(subject matter), tetapi berdasarkan pada alasan formil, yakni 

gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, sehingga amar 

putusan yang dijatuhkan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima 

(niet ontvankelijik) verklaand). Beberapa jenis gugatan cacat 

formil yang mengakibatkan putusan: “Menyatakan gugatan tidak 

dapat diterima”. a.   gugatan mengandung error in persona;  b.   

gugatan yang diajukan berada di luar yuridiksi atau kompetensi 

absolut maupun relatif pengadilan yang bersangkutan; c.   gugatan 
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mengandung cacat obscuur libel.  gugatan mengandung cacat ne 

bis in idem; d.   gugatan mengandung cacat prematur; e.   gugatan 

yang diajukan daluwarsa. 

2) Putusan Akhir yang Bersifat Positif 

Putusan akhir yang bersifat positif adalah putusan yang dijatuhkan 

berdasarkan materi pokok perkara. Putusan yang demikian telah 

menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh sengketa yang 

diperkarakan sehingga kedudukan dan hubungan hukum antara 

para pihak maupun dengan objek perkara sudah selesai dan pasti. 

Bentuk putusan akhir yang bersifat positif menurut hukum terdiri 

dari: 

a) Menolak gugatan penggugat seluruhnya  

Putusan yang berbunyi: “Menolak gugatan penggugat 

seluruhnya” merupakan penegasan mengenai Penggugat tidak 

mempunyai hak dan hubungan hukum yang sah dengan 

tergugat maupun dengan objek perkara. Putusan menolak 

gugatan Penggugat seluruhnya, apabila: Penggugat tidak 

mampu membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti 

atau alat bukti yang diajukan penggugat dilumpuhkan dengan 

bukti oleh tergugat. 

b) Mengabulkan gugatan penggugat 

Putusan pengabulan gugatan merupakan koreksi terhadap 

hubungan hukum ke arah yang menguntungkan penggugat 

yang dibarengi dengan pembebanan kewajiban hukum 

kepada tergugat untuk melaksanakan pemenuhan sesuatu 
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dalam bentuk hukuman untuk menyerahkan, mengosong kan, 

membayar, membagi, atau menghentikan suatu perbuatan. 

Dikaji dari teori keadilan Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib 

social tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencarikebenaran 

bisa berkembang dan subur. Karena keadilanmenurutnya adalah keadilan 

kemerdekaan, keadilan perdamaian,keadilan demokrasi – keadilan toleransi  

Berdasarkan teori ini adanya peraturan untuk masalah- masalah yang konkrit 

perlu dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang ditangani oleh 

hakim. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam konteks ini keadilan 

harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bukan keadilan di luar 

ketentuan hukum. Apabila putusan hakim berdasarkan pertimbangan 

argumentasi yang secara prosedural memang dibolehkan oleh hukum, maka 

putusan tersebut akan menciptakan kepastian hukum. Meskipun, bukan tidak 

mungkin putusan itu menimbulkan ketidakadilan secara hukum 

 

B. Perlindungan Hukum Pembeli Lelang Objek Hak Tanggungan di 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Dibatalkan 

Pengadilan 

 Pemenang lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 

93/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang adalah pembeli yang 

mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh 

Pejabat Lelang. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang 

pendaftaran tanah dijelaskan bahwa peralihan hak atas tanah melalui 
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pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan 

dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. 

Pasal 6 menyebutkan, “Apabila debitor cedera janji, pemegang Hak 

Tanggungan mempunyai Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas 

kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 

piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) UUHT, 

memberi peluang kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan apabila debitur 

wanprestasi, kreditur dapat menjual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL). Dalam keadaan tersebut, tidak jarang para 

pembeli obyek Hak Tanggungan melalui Lelang mengalami kesulitan untuk 

menguasai barang yang dibelinya karena obyek Hak Tanggungan yang 

dilelang masih dalam penguasaan debitur. Hal ini terjadi dikarenakan 

Undang-Undang Hak Tanggungan tidak memberikan ranah bagaimana 

perlindungan terhadap pembeli lelang Hak Tanggungan untuk menguasai 

barang yang dibelinya tersebut. Dalam implementasinya, UUHT tersebut 

tidak dapat berjalan sepenuhnya, masih terdapat hambatan-hambatan bagi 

pembeli lelang Hak Tanggungan untuk menguasainya karena adanya gugatan 

dari debitur, terhadap kreditur, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL), dan pembeli lelang sebagaimana akan diuraikan pada bab 

selanjutnya. 

Beberapa definisi yang dirumuskan pada Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 antara lain: 
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1. Pasal 1 angka 1 lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk 

umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang 

semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang 

didahului dengan pengumuman lelang. 

2. Pasal 1 angka 19 penjual adalah orang, badan hukum/ badan usaha atau 

instansi yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan atau 

perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. 

3. Pasa 1 angka 22 pembeli adalah orang atau badan hukum/badan usaha 

mengajuka penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang 

oleh pejabat lelang. 

Pasal 20 menyebutkan : 

1. Apabila debitor cedera janji, maka berdasarkan : 

a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek 

Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau 

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak 

Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara 

yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan untuk 

pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak 

mendahulu dari kreditor-kreditor lainnya. 

2. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan penjualan 

objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika 
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demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan 

semua pihak. 

3. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 

dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan 

secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-

dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang 

bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak 

yang menyatakan keberatan. 

4. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara 

yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(3) batal demi hukum. 

5. Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan 

pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta 

biaya biaya eksekusi yang telah dikeluarkan. 

Selain ketentuan tersebut di atas terdapat petunjuk pelaksanaannya 

lelang sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010, sebagaimana dirubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 

dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. 
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Menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penjualan di muka 

umum ialah pelelangan dan penjualan barang yang dilakukan di muka umum 

dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan persetujuan 

harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, dimana orang–

orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang 

pelelangan itu, diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan: 

menawar harga, menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran.
3
 Menurut 

Yahya Harahap yang dimaksud dengan penjualan di muka umum atau yang 

biasanya disebut dengan lelang adalah pelelangan dan penjualan barang yang 

diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, 

dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran 

harga, atau 
21

dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah 

diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang 

diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk 

menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.
4
 Menurut Wildan 

Suyuthi, lelang adalah penjualan barang di muka umum dengan cara 

penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para 

peminat atau peserta lelang dan harus dipimpin pejabat lelang. Dari definisi 

lelang tersebut, terdapat beberapa unsur-unsur lelang. 

Adanya keberatan debitor/pihak ketiga terhadap hasil lelang dengan 

mengajukan gugatan kepengadilan untuk membatalkan hasil lelang sehingga 
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 Rochmat Soemitro, 1987, Peraturan dan Instruksi Lelang, Eresco, Bandung, hlm. 153 

M. Yahya Harahap, 1989, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, 
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apabila pengadilan telah memberikan putusan yang telah mempuyai kekuatan 

hukum tetap yang menyatakan lelang yang diadakan tersebut tidak sah dan 

batal demi hukum serta risalah lelang tidak mempunyai kekuatan mengikat. 

Implikasi dari putusan lelang dinyatakan tidak sah dan batal demi 

hukum artinya bahwa hak pembeli lelang atas objek lelang akan menjadi 

berakhir. Masalah-masalah yang timbul dari penjualan secara lelang ini 

menyebabkan timbulnya ketidakpastian secara hukum dimana pihak pembeli 

lelang yang beritikad baik mempercayakan mekanisme pembelian barang 

melalui sarana lelang yang dianggap aman. 

Hal ini sangat berpengaruh terhadap persoalan perlindungan hukum 

terhadap pembeli/pemenang lelang. Hukum telah memberikan perlindungan 

hokum bagi pembeli/pemenang lelang, hal ini dapat dirujuk pada Putusan 

pengadilan yang telah dijadikan yurisprudensi yang memberikan 

perlindungan hukum kepada pemberi lelang yaitu : 

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 323/K/Sip/1968 yang 

menyatakan bahwa suatu lelang yang dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta dimenangkan oleh 

pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat 

dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib 

diberikan perlindungan hukum. 

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 821/K/Sip/1974 menyatakan 

bahwa pembelian dimuka umum melalui kantor lelang adalah pembeli 

yang beritikad baik, harus dilindungi oleh Undang-Undang. 
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3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3201 K/Pdt/1991 menyatakan 

bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Jual beli yang 

dilakukan dengan hanya berpura-pura saja hanya mengikat terhadap yang 

membuat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga 

yang membeli dengan itikad baik. Pembeli yang beritikad baik dilindungi 

oleh hukum. 

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 314 K/TUN/1996, Tgl 29 Juli 

1998, Menyatakan : Pembeli lelang tanah eksekusi pengadilan yang 

dilaksanakan oleh kantor lelang negara harus mendapat perlindungan 

hukum, karena itu penguasaan sertifikat atas tanah oleh Pemerintah 

Daerah adalah tidak sah dan sertifikat hak miliknya harus dinyatakan 

batal demi hokum. 

5. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4039K/Pdt/2001 yang dalam 

pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut : 

a. bahwa hak tanggungan atas obyek sengketa ini telah dilakukan 

pelelangan sesuai dengan prosedur yang ada, walaupun kemudian 

dapat dibuktikan dengan putusan pidana bahwa pihak yang 

menjaminkan (Tergugat I) tidak berhak untuk menjaminkan obyek 

sengketa tersebut. 

b. bahwa oleh karena pelelangan terjadi sebelum adanya putusan 

perkara pidana, maka pelelangan atas obyek sengketa adalah sah dan 

dengan demikian pembeli lelang harus dilindungi . 
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c. bahwa oleh karena pelelangan atas obyek sengketa adalah sah, maka 

yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh para 

Penggugat adalah Tergugat Sedangkan Turut Tergugat I dan II harus 

dilepaskan dari tanggungjawab atas tuntutan Penggugat tersebut . 

6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1068 K/Pdt/2008, Tertanggal 

21 Januari 2009 : tersebut diputuskan oleh Hakim Agung, dengan 

kesimpulan bahwa: 

a. Pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan. 

b. Pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara 

Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beritikad baik 

dan oleh karena itu harus dilindungi. 

c. Apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan 

putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan yang 

berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mengikat, maka putusan itu 

tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang, yang 

dapat dilakukan adalah menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari 

Pemohon lelang. 

Ganti kerugian terhadap lelang yang dibatalkan oleh pengadilan tidak 

diatur dalam peraturan lelang, sehingga dapat dilihat ke peraturan yang lebih 

umum yaitu KUHPerdata. Dalam peraturan lelang hanya disebutkan tentang 

kewajiban penjual. Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
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93/PMK/06/ 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dinyatakan bahwa 

Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap: keabsahan kepemilikan 

barang, keabsahan dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang bergerak 

dan/atau barang tidak bergerak; dan dokumen kepemilikan kepada Pembeli. 

Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun 

tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-

undangan di bidang lelang. Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas 

tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan 

barang dan dokumen persyaratan lelang. 

Dari penjelasan tersebut diatas dapat diartikan bahwa penjual/pemilik 

barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana 

yang timbul apabila tidak terpenuhinya peraturan perundang-undangan dalam 

lelang, dalam hal ini apabila lelang dinyatakan tidah sah dan batal oleh 

pengadilan maka penjual/pemilik barang mengembalikan harga lelang yang 

telah dibayarkan oleh pembeli lelang beserta dengan ganti kerugian yang 

timbul dalam proses pelelangan itu. 

Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang 

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan 

kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti. Undang-undang 

menjamin perlindungan pembeli yang telah dirugikan dalam jual beli adalah 

pembeli dapat menuntut ganti rugi didepan pengadilan.
22
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Lelang merupakan suatu wujud dari peristiwa jual-beli yang dikemas 

dengan cara yang berbeda. Jual-beli adalah suatu perjanjian dimana dengan 

perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik 

atas suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan. Definisi dari jual-beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak 

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak 

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Definisi di atas 

mewakilkan dari beberapa unsur yang terkandung di dalam jual-beli, yaitu 

suatu perjanjian, adanya penyerahan barang, dan pihak lain membayar harga 

yang telah dijanjikan. 

Penjualan secara lelang merupakan suatu tahap proses lanjutan dari sita 

eksekusi. Adapun tujuan dari penjualan lelang itu sendiri adalah menjual 

secara umum harta kekayaan tergugat sehingga dari hasil penjualan utangnya 

akan dibayarkan kepada pihak penggugat sebesar yang ditetapkan dalam 

putusan. Menurut Pasal 200 ayat 1 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau 

Pasal 215 Rechtreglement voor de   Buitengewesten (Rbg), penjualan barang 

yang disita di muka umum dilakukan dengan „perantara‟ atau „bantuan‟ 

Kantor Lelang Negara. Jika kedua pasal ini dihubungkan dengan Pasal 1a 

Peraturan Lelang (LN 1908 No. 189), maka semakin jelas siapa pejabat yang 

berwenang melakukan penjualan lelang yakni Juru Lelang. 

Dalam perjanjian dikenal prinsip itikad baik, yang artinya setiap orang 

yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Dinyatakan 
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oleh Muhammaad Faiz bahwa: “Itikad baik adalah suatu pengertian yang 

abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak 

merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa di pengadilan. Itikad baik dalam 

pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan”. 

Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik 

sebagai berikut: “Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu 

perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan 

kepentingan umum”. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) 

KUH Perdata yang berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak pertama dan 

kedua harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau 

keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selalu 

berusaha melaksanakan pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan, agar 

kepastian hukum dapat diberikan kepada pembeli lelang. Sebelum 

pelaksanaan lelang, Kepala KPKNL/Pejabat Lelang yang ditunjuk untuk 

melaksanakan lelang terhadap suatu objek melakukan verifikasi terlebih 

dahulu terhadap dokumen persyaratan lelang, dengan tujuan agar Kepala 

KPKNL/Pejabat Lelang mendapat informasi mengenai legalitas formal 

subjek dan objek lelang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa lelang 

yang dilaksanakan oleh pejabat lelang benar-benar telah memenuhi syarat dan 

dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga tidak 



 

79 

 

menimbulkan cacat hukum dan penunjukan pemenang lelang juga sah secara 

hukum. 

Pemenang lelang adalah pembeli baik orang atau badan hukum/badan 

usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang 

lelang oleh pejabat lelang. Pemenang dalam lelang disahkan oleh pejabat 

lelang dan dimuat dalam risalah lelang. Lelang eksekusi sebagai suatu 

perbuatan hukum yang sah menimbulkan hak dan kewajiban terhadap 

pemenang lelang. Pemenang lelang sebagai pembeli yang sah memiliki 

kewajiban terkait pembayaran lelang dan pajak/pungutan sah lainnya sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 

Sebelum pelaksanaan lelang, penjual wajib mengumumkan barang yang 

akan dilelang. Dengan diterbitkannya pengumuman tersebut telah 

memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk 

mengajukan gugatan sebelum lelang. 

Vendu Reglement mengatur hak pemenang lelang yang terkait dengan 

peralihan obyek. Dalam Pasal 42 Vendu Reglement, pemenang lelang berhak 

untuk memperoleh salinan atau kutipan berita acara yang diotentikkan atau 

yang saat ini disebut kutipan risalah lelang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 

94 ayat (2) butir a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa pembeli 

memperoleh kutipan risalah lelang sebagai akta jual beli untuk kepentingan 

balik nama atau grosse risalah lelang sesuai kebutuhan. Peralihan hak melalui 

risalah lelang juga diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan 
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam hal ini, 

risalah lelang mempunyai kedudukan yang sama dengan akta jual beli yang 

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang biasa dipergunakan 

sebagai salah satu dasar untuk mendaftar peralihan hak atas tanah pada kantor 

pertanahan. Terkait dengan penyerahan dokumen kepemilikan barang, 

pemenang lelang berhak memperoleh asli dokumen kepemilikan obyek 

lelang. 

Risalah Lelang adalah Berita Acara Lelang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 Vendu Reglement yang bentuknya dapat diatur dalam Pasal 

37, 38 dan 39 Vendu Reglement. Pada Pasal 35 Vendu Reglement 

menyatakan bahwa dari tiap-tiap penjualan umum yang dilakukan oleh 

pejabat lelang atau kuasanya, selama penjualan, untuk tiap-tiap hari 

pelelangan atau penjualan harus dibuat berita acara tersendiri. Risalah Lelang 

ditentukan bentuknya oleh pemerintah, bentuk tertentu ditujukan untuk 

menjamin dan menciptakan kepastian hukum, dan pembatasan terhadap 

kebebasan berkontrak. Risalah Lelang memiliki tiga unsur akta otentik, yaitu 

bentuk risalah lelang telah ditentukan oleh Pasal 37, 38, 39 Vendu 

Reglement, risalah lelang dibuat dihadapan pejabat lelang selaku pejabat 

umum sesuai Pasal 1a Vendu Reglement dan sesuai dengan Pasal 7 Vendu 

Reglement, risalah lelang harus dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang di 

wilayahnya. 

Dikaji dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan 

hukum merupakan terjemahan dari BahasaBelanda yakni 
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“rechtbescherming.” Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum 

bagi rakyat dalam2 (dua) macam yaitu represif dan prefentif. Perlindungan 

hukum represif artinya ketentuan hukum dapatdihadirkan sebagai upaya 

pencegahan terhadap tindakan pelanggaranhukum. Upaya ini 

diimplementasikan dengan membentuk aturanhukum yang bersifat normatif. 

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintahberikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan berdasarkandiskresi. Perlindungan hukum yang 

represif bertujuan untukmenyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk 

penanganannya dilembaga peradilan. 

Berdasarkan teori tersebut, perlindungan hukum preventif bagi 

pemenang lelang merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan 

kepada pemenang lelang sebelum terjadinya suatu sengketa terkait obyek 

lelang. Vendu Reglement memberikan perlindungan hukum secara preventif 

terhadap pemenang lelang terkait peralihan hak obyek lelang. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan dalam Pasal 42 Vendu Reglement, bahwa pemenang lelang 

berhak memperoleh kutipan risalah lelang sebagai akta jual beli obyek lelang. 

Perlindungan hukum preventif bagi pemenang lelang juga terdapat 

dalam risalah lelang, yang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang 

dibuat oleh pejabat lelang sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan 

pembuktian sempurna. Pemenang lelang eksekusi, selain perlindungan 

hukum secara preventif, juga mendapatkan perlindungan secara represif. 
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Perlindungan represif, menurut Hadjon, adalah upaya untuk mendapatkan 

perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan. 

Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum kepada pembeli 

lelang yang beritikad baik yang mengikuti lelang sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku yaitu yang secara tegas diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 

yang menegaskan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan. Dari rumusan tersebut, telah 

mencerminkan adanya asas kepastian hukum terhadap pemenang lelang. 

Hal ini juga ditegaskan oleh Yahya Harahap, bahwa hukum yang 

ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus 

menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam 

kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan 

dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta 

bertindak main hakim sendiri. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Reg. Nomor 821K/Sip/1974,yang menyatakan bahwa pembeli yang membeli 

suatu barang melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah 

sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang-

undang. Yurisprudensi tersebut membenarkan bahwa pembeli lelang yang 

beritikad baik harus dilindungi untuk memberikan kepastian hukum sekaligus 

keadilan bagi pembeli lelang. 

Melalui Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Negara dalam hal ini KPKNL telah 
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memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad 

baik, lembaga peradilan melalui Putusan Mahkamah Agung RepubIik 

Indonesia Reg. Nomor 821K/Sip/1974, juga menegaskan perlindungan 

hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik, sehingga kepastian hak 

pembeli lelang pasti dan dijamin oleh hukum.
23

 

Secara teoritis, pembeli dari pemenang lelang yang beritikad baik akan 

dilindungi oleh hukum berdasarkan kedudukan berkuasanya yang beritikad 

baik tersebut berdasarkan pasal-pasal dalam KUHPerdata yang telah 

disebutkan di atas. Akan tetapi terkait dengan pembeli dari pemenang lelang, 

apalagi terhadap adanya sengketa kepemilikan yang dimulai dari putusan 

uitvoerbaar bij voorraad yang mengawali terlaksananya penjualan lelang 

eksekusi, terdapat bentuk perlindungan lainnya. 

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR (pasal 258 ayat (6) 

R.Bg, pasal 378 Rv), dimungkinkan pihak ketiga atau pihak lawan 

mengajukan Derden Verzet (perlawanan) terhadap eksekusi putusan yang 

berkekuatan hukum tetap
24

.Terhadap penyitaan yang dilakukan berdasarkan 

putusan hakim, pihak ketiga dapat melakukan perlawanan terhadap penyitaan 

itu apabila ternyata barang yang disita itu adalah miliknya dan ia dapat 

membuktikan hak miliknya tersebut.
25

 Perlawanan diajukan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri yang dalam wilayah hukumnya terjadi penyitaan itu, baik 
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https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca-artikel/13352/Perlindungan-

Hukum-Terhadap-Pembeli-Lelang-yang-Beritikad-Baik.html  
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 M. Yahya Harahap , 1993, “Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan 

Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 323. 
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 Abdulkadir Muhammad, 1990, “Hukum Acara Perdata Indonesia”, cet. ke-IV Citra 

Aditya Bakti, Bandung, hal. 228-229. 
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secara lisan maupun secara tulisan. Perlawanan tersebut akan diperiksa 

terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk diputuskan, 

setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara itu. Perlawanan 

sebagaimana yang dimaksud tidaklah menghalangi dilakukannya pelelangan 

atas barang sitaan itu, kecuali jika ketua Pengadilan Negeri yang 

bersangkutan memerintahkan supaya menangguhkan pelelangan itu sampai 

dijatuhkannya putusan tentang perlawanan yang bersangkutan, sebagaimana 

dalam pasal 196 ayat (6),pasal 207, pasal 208 HIR dan pasal 206 ayat (6) , 

pasal 226, pasal 227, pasal 228 R.Bg. Bantahan mengenai pokok perkara 

yang telah diputuskan dalam putusan hakim tidak dapat digunakan untuk 

melawan sita eksekutorial.
26

  

HIR kiranya tidak mengatur mengenai perlawanan pihak ketiga 

terhadap sita conservatoir dan sita revindicatoir, dimana perlawanan terhadap 

eksekusi riil juga tidak diatur, sekalipun begitu perlawanan sedemikian 

tersebut dalam prakteknya tetap dapat diajukan
27

. Dalam praktek menurut 

yurisprundensi Mahkamah Agung tanggal 31 November 1962 No. 306 

K/Sip/1962 dalam perkara CV. Sallas dkk. melawan PT. Indonesian Far 

Eastern Pasific Line, dinyatakan bahwa meskipun mengenai perlawanan 

terhadap sita conservatoir tidak diatur secara khusus dalam HIR, menurut 

yurisprundensi perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik 

barang yang disita dapat diterima, juga dalam hal sita conservatoir, walaupun 
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 Sudikno Mertokusumo, 1998, “Hukum Acara Perdata Indonesia”, ed. ke-VI, 

Yogyakarta, Liberty, hlm. 250. 
27

 Supomo, 1985, “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri”, Fasco, Jakarta, hlm.195. 
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belum disahkan (van waarde verklaard).
28

 Ketentuan pasal 380 Rv 

memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menunda eksekusi apabila 

diajukan perlawanan. Akan tetapi perlu diingat bahwa perlawanan tidak boleh 

bersifat generalisasi menunda eksekusi. Daya tundanya hanya bersifat 

eksepsional. Patokan daya tunda eksepsional tersebut dapat dikemukakan 

sebagai berikut : 

1. Barang yang hendak dieksekusi merupakan milik pelawan. 

2. Barang yang hendak dieksekusi telah diagunkan kepada pelawan. 

Terhadap objek barang sengketa yang telah berpindah tangan kepada 

pihak ketiga (pembeli dari pemenang lelang), berdasarkan alas hak yang sah 

melalui eksekusi putusan uitvoerbaar bij voorraad, apabila tergugat 

menghendaki agar objek tersebut dipulihkan kepadanya dalam bentuk fisik 

atau in natura, tergugat harus menempuh proses gugatan perdata ke 

pengadilan.28 Adapun proses pemulihan yang demikian terhadap pihak 

ketiga sebagai pemenang lelang, dikatakan dalam salah satu putusan 

Mahkamah Agung No. 323K/Sip/1968 yang pada pokoknya mengatakan 

bahwa pemulihan kembali terhadap barang yang dikuasai pihak ketiga harus 

dinyatakan tidak dapat dijalankan atau non-executable, dan eksekusinya harus 

lebih dahulu melalui gugatan biasa. Objek lelang yang dimiliki pemenang 

lelang yang terjadi berdasarkan lelang eksekusi putusan tidak bisa langsung 

dieksekusi begitu saja berdasarkan putusan yang dimenangkan oleh pihak 

yang menjatuhkan sita eksekutorial terhadap objek tersebut. Eksekusi objek 

                                                             
28

 Mahkamah Agung RI, 2008, “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan 

Perdata Umum dan Perdata Khusus”, Buku II, ed. Mahkamah Agung RI,  Jakarta, hlm 101 
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sengketa yang dikuasai pemenang lelang hanya bisa dilakukan melalui 

gugatan perdata terlebih dahulu. Dimana dengan adanya proses persidangan 

tersebut diberi kesempatan bagi pemenang lelang untuk melindungi 

kedudukan berkuasanya tersebut atas dasar pembeli beritikad baik. 

Jadi terhadap pemenang lelang sebagai pembeli beritikad baik dalam 

hal terjadinya eksekusi ulang objek perkara,upaya perlindungan hokum yang 

dapat dilakukan adalah melalui kewajiban diajukannya proses gugatan 

terlebih dahulu, dimana terhadap objek yang telah dimiliki oleh pemenang 

lelang tidak dapat langsung dieksekusi begitu saja oleh pemenang putusan 

tetapi harus melalui proses gugatan terlebih dahulu sebagai sarana bagi 

pemenang lelang yang merupakan pembeli beritikad baik untuk melindungi 

hak-haknya.Upaya perlindungan hukum lainnya adalah dengan mengajukan 

perlawanan terhadap penetapan eksekusi, dimana pemenang lelang sebagai 

pembeli beritikad baik dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan 

eksekusi dengan dasar kepemilikannya sebagai pemenang lelang. Selain 

bentuk perlindungan tersebut diatas, terdapat juga bentuk perlindungan 

lainnya yaitu melalui permohonan perlindungan hukum.  

Terdapat berbagai kasus menarik yang dapat dijadikan contoh upaya 

perlindungan hukum melalui permohonan perlindungan hukum seperti 

misalnya kasus dari putusan Mahkamah Agung No. 556/PK/Pdt/2012. 

Dimana dalam kronologis kasus tersebut terjadi re-eksekusi yang merugikan 

pihak ketiga sebagai pembeli beritikad baik. Secara singkat dalam kronologis 



 

87 

 

perkara putusan Mahkamah Agung No. 556/PK/Pdt/2012dapat 

diilustrasikansebagai berikut: 

1. Memiliki hutang piutang dengan B dimana dalam perjanjian hutang 

piutang tersebut, A telah meletakkan jaminan hak B. Kemudian 

diketahui bahwa A juga memiliki sengketa dengan C dimana dalam 

gugatannya, C memohonkan untuk meletakkan sita jaminan terhadap 

sebidang tanah tersebut yang telah diletakkan hak tanggungan kepada 

B. B sebagai pemegang hak tanggungan kemudian melakukan 

perlawanan atas sita jaminan yang diletakkan atas permohonan C 

tersebut dimana dalam perlawanan tersebut dimenangkan oleh B 

sehingga dilakukanlah eksekusi objek hak tanggungan yang telah 

diagunkan kepada B dan melalui lelang eksekusi, objek tersebut 

dimenangkan oleh D. 

2. Bahwa kemudian perkara sengketa antara A dan C berlanjut sampai 

tahap kasasi dimana ternyata dalam kasasi dimenangkan oleh C dan 

dikabulkan sita jaminan atas objek yang telah dimenangkan D sebagai 

pemenang lelang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi D 

dimana terdapat dua putusan yang saling tumpang tindih yaitu antara 

putusan perlawanan yang dimenangkan B dengan putusan kasasi yang 

dimenangkan oleh C. 

3. Kemudian melakukan eksekusi tanpa melalui gugatan terlebih  dahulu 

terhadap objek yang dimiliki D sehingga timbul kerugian yang nyata 

bagi D tanpa kesempatan untuk melindungi hak-haknya dimuka 
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pengadilan. Berdasarkan hal tersebut kemudian D dan B menyampaikan 

permohonan perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung dimana 

dalam balasannya, Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan untuk 

menghentikan eksekusi ulang tersebut dan menyatakan eksekusi ulang 

yang dilakukan C tidak berkekuatan hukum sehingga memberikan 

kepastian hukum bagi D sebagai pembeli beritikad baik.  

Permohonan perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan 

hukum kepada pembeli beritikad baik yang memerlukan perhatian lebih 

terhadap suatu putusan re-eksekusi.Jika dianalisis, sesuai dengan apa yang 

ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg, 

menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan 

kepada instansi peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri. 

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang 

menjalankan eksekusi. Tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak 

dieksekusi itu merupakan hasil putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah 

Agung, eksekusinya tetap berada dibawah kewenangan Pengadilan Negeri 

yang memutus perkara pada tingkat pertama. Eksekusi secara nyata dilakukan 

oleh Panitera atau Juru Sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri 

yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Perintah 

eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR harus dengan surat penetapan, tidak 

diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperatif. Hal ini 

menyebabkan menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak 
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hanya diberikan pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Pengadilan Negeri.
29

 

Selain itu, dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 

dikatakan bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam rangka pengawasan 

jalannya peradilan dibawahnya hanyalah sebatas pengangguhan atau 

meneruskan eksekusi.
30

 Akan tetapi perlu diingat juga pasal 32 ayat (1) 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah 

dilakukan perubahan dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004, dikatakan 

bahwa: Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 

penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam 

menjalankan kekuasaan kehakiman. Dimana pengawasan adalah segala usaha 

atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya 

mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang 

semestinya atau tidak. Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan 

menilai kenyataan yang sebenar-benarnya tentang obyek yang diawasi apakah 

sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Perlu diingat bahwa pengawasan 

terhadap perbuatan aparat pemerintahan oleh lembaga kehakiman, selalu akan 

berbentuk pengawasan yang bersifat represif. Maksudnya pengawasan 

tersebut dilakukan setelah ada perbuatan konkrit dari aparat pemerintah yang 

dianggap merugikan pihak lawan berbuat. Mengingat keadaan dalam kasus, 

dimana terjadi re-eksekusi terhadap objek sengketa yang sama karena 

                                                             
29

 Asdian Taluke, Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan 

Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, 

“Journal Lex Privatum”,. Vol. I, No. 4, (Oktober 2013), hlm. 34-35. 
30

 Mahkamah Agung RI, 2007,  Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan”, Buku II, ed. revisi, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 151. 
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tumpang tindihnya putusan eksekusi yang dikeluarkan oleh putusan-putusan 

yang telah berkekuatan hokum tetap yang saling bertentangan tesebut. 

Menurut hemat penulis adalah tepat dikeluarkannya penetapan penghentian 

eksekusi oleh Mahkamah Agung dalam rangka menjalankan fungsi 

pengawasannya. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut: 

1. Pertama, Mahkamah Agung berwenang dalam hal pengawasan 

sebagaimana yang tertera dalam pasal 32 UU No. 14 Tahun 1985. 

Dikeluarkannya penetapan penghentian eksekusi oleh Mahkamah 

Agung pada dasarnya adalah untuk meluruskan permasalahan yang 

ditimbulkan dari tumpang tindihnya putusan-putusan yang telah diputus 

dan berkekuatan hukum tetap oleh hakim-hakim di bawah kekuasaan 

Mahkamah Agung sehingga tepatlah dikeluarkannya penetapan 

penghentian eksekusi dalam rangka fungsi pengawasan Mahkamah 

Agung yang didasari oleh pasal 32 UU No. 14 Tahun 1985. Penetapan 

penghentian eksekusi tersebut merupakan bentuk represif pengawasan 

yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap tindakan yang dilakukan 

oleh hakim-hakim yang berada dibawah naungannya. 

2. Kedua, isi dari penetapan penghentian eksekusi yang membatalkan 

penetapan eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri serta 

perintah untuk memulihkan kembali segala sesuatu dalam keadaan 

semula sebelum eksekusi dilaksanakan memang menimbulkan 

kontroversi akan tetapi menurut hemat penulis penetapan seperti inilah 

yang diperlukan untuk meluruskan permasalahan dan mengisi 
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kekosongan hukum yang ada sehingga tidak menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Lagipula jika dianalisis lebih dalam, 

pelaksanaan eksekusi sejatinya masih berada dibawah Ketua Pengadilan 

Negeri dimana penetapan penghentian eksekusi yang dikeluarkan 

Mahkamah Agung hanya memiliki fungsi secara de jure dalam hal 

memberi perintah sedangkan pelaksanaannya secara de facto masih 

berada dibawah kekuasaan Ketua Pengadilan Negeri sehingga tidak 

melanggar ketentuan pasal 195 ayat (1) HIR. Selain itu, tidak terdapat 

larangan dalam hokum positif yang melarang Mahkamah Agung dalam 

melaksanakan fungsi pengawasannya membatalkan penetapan eksekusi 

terlebih lagi penetapan eksekusi yang dibatalkan adalah penetapan 

eksekusi yang menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Terhadap penetapan penghentian eksekusi dimana dalam hukum positif 

tidak terdapat pengaturan yang memberikan wewenang maupun larangan bagi 

Mahkamah Agung untuk melakukannya memang dapat menimbulkan 

perdebatan akan keabsahan dari penetapan tersebut. Akan tetapi, dengan 

pertimbangan menjalankan fungsi pengawasan, dapat dilihat bahwa 

Mahkamah Agung telah mengisi kekosongan hukum dengan mengeluarkan 

penetapan eksekusi tersebut yang isinya berada di luar skenario aturan yang 

ada. Penetapan penghentian eksekusi tersebut dalam kenyataannya 

merupakan produk hukum yang dibutuhkan dalam meluruskan permasalahan 

yang ada dan memberikan kepastian hukum kepada pembeli beritikad baik 

yang wajib dilindungi hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya 
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perlindungan hukum yang efektif dan tanggap dalam memberikan kepastian 

perlindungan hukum kepada pembeli beritikad baik, khususnya pemenang 

lelang sebagai pembeli beritikad baik terhadap putusan re-eksekusi yang 

merugikannya. 
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C. Contoh Akta / Litigasi yang berkaitan 

Akta Pembebanan Hak Tanggungan 

 

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) 

SETIADI, S.H., M.K.N 

Daerah Kerja: Kota Pekalongan  

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor : 2500-IX-2011 Tanggal 31 Desember 2011 

Jl. bELIMBING XX Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, 

Telp (0285) 5678911, Fax (085) 5678912 

 

AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN 

Nomor : xxx/2xxx 

Lembar Kedua 

Pada hari ini, Senin  tanggal 21 – 1- 2021 (dua puluh januari dua ribu dua satu)-- 

hadir di hadapan saya SETIADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan yang 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan - Nasional tanggal 31 

Desember 2011 nomor : xx-IX-xx diangkat  sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

yang selanjutnya disebut PPAT, ------------------------------------------------------- 

yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24--------------------- 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kota Pekalongan 

dan berkantor di Jalan Belimbing Nomor xx, Pekalongan dengan dihadiri oleh 

saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----------- 

I.-Nyonya SOFIA HADIN, lahir di Pekalongan----------------------------------------- 

pada tanggal 03 April 1987, Warga Negara Indonesia, --------------------------------- 
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Karyawan  Swasta,  bertempat  tinggal  di  Kota Pekalongan, ------------------------- 

Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1217071212110002.  ----------------------  

Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan  hukum dalam Akta ini, telah 

mendapat persetujuan dari suaminya, yaitu : ---------------- 

Tuan PANDU RAMADAN, lahir di Tangerang Selatan, pada tanggal 5 Desember 

1988, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat    tinggal di Kota 

Pekalongan, Jawa Tengah,  pemegang Nomor Induk Kependudukan : 

12170343432001.   ------------------------------------------------------------------ 

Sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa dan Persetujuan yang dibuat- dibawah 

tangan, tertanggal 20 Januari 2021 dan telah dilegalisasi -------------------------- 

oleh BAMBANG HERRY, Sarjana Hukum, Notaris di Pekalongan, ----------------- 

dibawah Nomor : 3113/Leg/XI/2021. ------------------------------------------------ 

Pemegang hak tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan, selanjutnya disebut 

Pemegang Hak; selaku Pemberi Hak Tanggungan. ------------------------------------ 

Untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama . ------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Tuan ALBERT, lahir di Padang, pada tanggal 13 Agustus 1967,---------------- 

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anggur -------------------------- 

 Nomor 4, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan xx, Kota 

Pekalongan  pemegang Nomor Induk Kependudukan  :  31756433471001, --------- 

Selaku Pejabat  Sementara Branch Manager Cabang Pekalongan PT. Bank xxxx.    

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa 

Nomor 41 Tanggal 20 Januari 2021 dengan demikian berdasarkan Anggaran 
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Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 160 tanggal 22 Oktober 2019, yang 

telah diumumkan dalam  Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 11 Februari 

2019 Nomor 12 dan Tambahahn Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1455, 

yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 66 tanggal 27 

September xxx, yang dibuat dihadapan  FATHIAH, Sarjana Hukum, Notaris di 

Pekalongan, yang  laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-

AH.01.03.-0084212 tanggal xxx , berwenangbertindak untuk dan atas nama PT. 

Bank Muamalat berkedudukan dan berkantor pusat di Pekalongan , dengan alamat 

Jalan xxx Pekalongan ---------------------------------------------------    

selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan ----------------- 

yang bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat --------------------- 

akan bertindak sebagai Pemegang Hak Tanggungan.-------------------------------- 

Untuk selanjutnya  disebut Pihak Kedua. --------------------------------------------- 

Para penghadap dikenal oleh saya  Pejabat.-------------------------------------------- 

Para Pihak menerangkan :   bahwa oleh Pihak Kedua dan Nyonya SOFIA 

HADIN, -------------------------------------------------------------------------------------- 

selaku Debitur, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang -------------------- 

piutang yang dibuktikan dengan :  ----------------------------------------------------  

akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, yang dibuktikan------------------------ 

dengan Akad Pembiayaan Murabahah, yang dibuat di Kantor PT. Bank xxx 

Pekalongan , tanggal xxxxxx,  Nomor : 253/MRB827/80001/XI/xx, ----------------- 

yang aslinya diperlihatkan kepada saya;  ------------------------------------------------- 
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bahwa untuk menjamin pelunasan hutang/fasilitas pembiayaan ---------------------- 

Debitur/Nasabah, sejumlah Rp. 778.980.000,- (tujuh ratus tujuh ------------------- 

puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah),----------------------- 

berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas dan---------------------------- 

penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaruannya ----------------------- 

(selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan 

sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta Rupiah), oleh Pihak 

Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan Pihak Kedua, 

yang dengan ini -------------------------------------------------------------------------- 

menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang 

Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, Peringkat I (Pertama) 

atas objek berupa 01 (satu) hak -- atas tanah yang diuraikan dibawah ini :-----------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hak Guna Bangunan Nomor  : 4312/Peklaongan, atas sebidang tanah 

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2012, Nomor 

00237/2012 seluas 72 M2 (tujuh puluh dua  meter  persegi) dengan  Nomor  

Identifikasi  Bidang tanah (NIB) : 32.02.07.04.05633 ;   terletak di :------------- 

- Propinsi : Jawa Tengah  

- Kota  : Pekalongan ------------------------------------------------------------- 

- Kecamatan : xxxx --------------------------------------------------------------------- 

- Kelurahan : xxxx --------------------------------------------------------------------- 

- Jalan  : xxxx --------------------------------------------------------------------- 

yang diperoleh oleh Pihak Pertama berdasarkan : ----------------------------------- 
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Akta Jual Beli tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor : 736/2019, --------------- 

yang  dibuat  dihadapan  Saya,  Pejabat.------------------------------------------------ 

Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan di atas -------------------------------- 

diserahkan kepada saya, PPAT. untuk keperluan pendaftaran ---------------------- 

Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini ; Pemberian------------------------ 

Hak Tanggungan tersebut di atas meliputi juga :--------------------------------------- 

Segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut yang 

karena sifatnya dan/atau peruntukannya dan/atau tujuannya dan/atau menurut 

ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dinyatakan sebagai benda tidak 

bergerak, terutama atas 1 (satu) unit bangunan permanen yang dilengkapi dengan 

aliran listrik dan air.  ------------------------------------------------------------------ 

Untuk selanjutnya hak atas tanah dan  benda-benda  lain  tersebut  di atas disebut 

sebagai Objek Hak Tanggungan yang oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai 

miliknya.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas --------------------- 

menerangkan, bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan 

diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :------------------- 

-----------------------------------------------Pasal 1------------------------------------------- 

Pihak Pertama menjamin bahwa semua Objek Hak Tanggungan tersebut di atas, 

betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut  dalam suatu sengketa, bebas dari 

sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat.       

-----------------------------------------------Pasal 2------------------------------------------- 
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Hak  Tanggungan  tersebut  di  atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima 

oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak 

sebagaimana diuraikan di bawah ini : -------------------------------------------------- 

• Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain Objek Hak 

Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, termasuk 

menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di  

muka  jika  disetujui  disewakan atau sudah disewakan. ------------------------------  

• Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau 

tata  susunan  Objek  Hak  Tanggungan,  termasuk  mengubah sifat dan tujuan 

kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih 

dahulu dari Pihak Kedua. ----------------------------------------------------------------- 

• Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak 

Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk 

itu kuasa, untuk mengelola Objek Hak----------------------------------------------------- 

Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi letak 

Objek Hak Tanggungan yang bersangkutan. ------------------------------------------- 

• Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, 

berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak 

Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama, dengan akta ini 

diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa 

persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama: ---------------------------------------   

a. menjual atau suruh menjual di hadapan umum  secara  lelang Objek Hak 

Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian- sebagian;  ---------------------------  
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b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;---     

c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi   -------- 

d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan. ---------- 

e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk 

melunasi utang Debitor tersebut di atas ; dan------------------------------------------ 

f. melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-undang dan peraturan hukum 

yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan 

dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut. --------------------------------------------    

• Pihak Kedua sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Objek 

Pihak Kedua sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Objek Hak 

Tanggungan tidak akan membersihkan Hak Tanggungan tersebut kecuali dengan 

persetujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, walaupun 

sudah  dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan Pertama. - 

• Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak 

Pertama tidak akan melepaskan haknya atas Objek Hak Tanggungan  atau 

mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga. ----------------    

• Dalam hal Objek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama 

atau dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pertama atas 

Objek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak 

Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, 

untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala 

sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga 

lainnya, untuk itu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang dan 
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melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik oleh 

Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti rugi 

dan lain-lainnya tersebut guna pelunasan piutangnya. ---------------------------------- 

• Pihak Pertama akan mengasuransikan Objek Hak Tanggungan terhadap 

bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Pihak 

Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang 

cukup  oleh  Pihak  Kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak 

Kedua, dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan  disimpan 

oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan membayar premi pada waktu dan 

sebagaimana mestinya. Dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau 

malapetaka lain atas Objek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini diberi 

dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menerima 

seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai 

pelunasan utang Debitor.   ---------------------------------------------------------------    

• Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima 

kewenangan; dan untuk itu diberi kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, 

melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta 

menyelamatkan Objek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk 

pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya  atau  

dibatalkannya  hak  atas  Objek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau 

dilanggarnya ketentuan Undang-undang serta jika diperlukan mengurus 

perpanjangan jangka waktu dan pembaruan hak atas tanah yang menjadi Objek 

Hak Tanggungan. ----------------------------------------------------------------------  
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• Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Objek 

Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang 

berkepentingan untuk melihat Objek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada 

waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh 

mengosongkan dan menyerahkan Objek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak 

Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat 

menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya.---------------------------------- 

• Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi Objek Hak Tanggungan 

akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada  Pihak Kedua untuk disimpan dan 

dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai 

pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama dengan akta ini 

memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima sertipikat tersebut dari 

Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar.------------------------ 

• Semua kekuasaan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua 

dengan akta ini adalah kekuasaa-kekuasaan tetap yang tidak dapat dicabut dan 

tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam Undang-Undang 

dan merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari akta  ini  dan  

perjanjian utang piutang yang bersangkutan berikut segala perubahannya yang 

tidak akan dicabut tanpa adanya kekuasaan-kekuasaan tersebut.-------------------- 

-------------------------------------------Pasal 3------------------------------------------- 

Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan 

dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta ini memberi kuasa kepada Pihak 

Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk menghadap di hadapan pejabat-
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pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani 

formulir/ surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar 

semua biaya dan menerima hak segala uang pembayaran serta melakukan segala 

tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-

ketentuan tersebut. ---------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------Pasal 4-------------------------------------------    

Para  pihak  dalam  hal-hal  mengenai  Hak  Tanggungan  tersebut  di atas dengan 

segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri 

Pekalongan-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------Pasal 5-------------------------------------------                                                   

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan 

Hak Tanggungan tersebut di atas dibayar oleh Debitur (Pihak Pertama). ------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : ----------------------- 

1.-Nona JUNI HARAHAP, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl 

Anggur Nomor xx, Pekalongan, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 

2171095507xxxxxxx..  ------------------------------------------------------------------ 

2.-Nona HARIANTI, Warga Negara  Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan 

Garden xxx Blok xxx Nomor 07, Rukun Tetangga xx, Rukun Warga xx, Nomor 

Induk Kependudukan : 1271135607xxxxxxx. ---------------------- 

---Keduanya pegawai pada kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah  sebagai saksi-

saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran 
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pernyataan yang dikemukanan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di 

atas, akta ini ditandatangani oleh----------------------------------------------------- 

Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) 

rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 

1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan 

Kota Pekalongan, untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan 

dalam akta ini.--------------------------------------------------------------------------- 

 

Pihak Pertama        Pihak Kedua  

 

ttd.        ttd. 

SOFIA HADIN      ALBERT 

 

Saksi        Saksi 

 

ttd.        ttd. 

JUNI HARAHAP      HARIANTI 

 

Pejabat Pembuat Akta Tanah ttd. 

 

ttd. 

SETIADI, S.H.,M.KN 

 

.
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Pelaksanaan lelang eksekusi, kebanyakan barang yang dilelang tanpa 

kesukarelaan dari pemilik barang dan seringkali banyak pihak yang 

berkepentingan terhadap barang tersebut tidak menginginkan lelang. Apabila 

yang dilelang itu adalah tanah/tanah dan rumah yang sedang 

ditempati/dikuasai oleh tersita/lelang, maka dengan menunjuk kepada 

ketentuan yang terdapat dalam pasal 200 ayat (10) dan ayat (11) HIR atau 

pasal 218 Rbg, apabila terlelang tidak bersedia untuk menyerahkan 

tanah/tanah dan rumah itu secara kosong, maka terlelang, beserta 

keluarganya, akan dikeluarkan dengan paksa, apabila perlu, dengan bantuan 

yang berwajib, dari tanah/tanah dan rumah tersebut berdasarkan permohonan 

yang diajukan oleh pemenang lelang. Bila lelang dinyatakan tidak sah dan 

batal demi hukum yang dinyatakan dalam putusan pengadilan yang terlah 

berkekuatan hukum tetap, maka hak pembeli lelang menjadi berakhir dan 

upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli/pemenang lelang adalah menuntut 

ganti rugi tehadap penjual. 

Pemenang lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 

93/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang adalah pembeli yang 

mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh 

Pejabat Lelang.  
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Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang 

pendaftaran tanah dijelaskan bahwa peralihan hak atas tanah melalui 

pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan 

dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. 

 

B. Saran  

Undang-Undang Kepailitan seharusnya mengatur tentang kedudukan kreditor 

pemegang Hak Tanggungan sesuai dengan prinsip hukum kepailitan. 

Sehungga pemegang Hak Tanggungan dpat melaksanakan haknya seakan 

tidak terjadi kepailitan. Kemudian jangka waktu pengguhan dirasakan terlalu 

singkat bagi kreditor untuk menjual semua objek jaminan sehingga 

diharapkan Undang-Undang Kepailitan memberikan limit waktu yang lebih 

lama kepada kreditor untuk dapat mengesksekusi semua agunan yang ada. 
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